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Pendahuluan

Informasi dalam perangkat ini awalnya berasal dari wawasan yang diperoleh melalui Fasilitas Dukungan Teknis
dari inisiatif Advancing Land-Based Investment Governance (ALIGN). Sebagai bagian dari pekerjaan tersebut,
kami mengumpulkan pengalaman dan rekomendasi utama dari literatur (yang sebagian besar) berbahasa
Inggris, dari anggota tim ALIGN, dan para penilai yang ahli tentang hambatan yang dihadapi perempuan untuk
inklusi yang bermakna dalam keterlibatan komunitas dalam konteks investasi berbasis lahan, serta strategi
untuk mengatasi hambatan tersebut. Kami mencatat bahwa informasi ini belum pernah dikumpulkan di satu
tempat dengan cara yang mudah dipahami, praktis, dan pragmatis. Perangkat ini bertujuan untuk melakukan
hal tersebut.

Perangkat ini terdiri dari tiga alat di bawah ini:

Alat 1. Mengidentifikasi dan Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Perempuan dalam Partisipasi yang
Bermakna pada Keterlibatan mereka dalam Komunitas

Alat 2. Daftar Periksa Perencanaan Keterlibatan Komunitas yang Inklusif bagi Perempuan

Alat 3. Sumber Perangkat Hukum dan Praktik-praktik Baik untuk Inklusi Perempuan dalam Keterlibatan
Komunitas

Masing-masing perangkat ini juga tersedia dalam bentuk PDF terpisah yang dapat Anda unduh di halaman
utama Meningkatkan Partisipasi Bermakna Perempuan dalam Keterlibatan Komunitas: Wawasan dari
Pengalaman Terkait Investasi Berbasis Lahan .! Daftar periksa juga tersedia untuk diunduh sebagai dokumen
Microsoft Word sehingga Anda dapat dengan mudah menyesuaikannya dengan konteks lokal Anda dan
menggunakannya sesuai kebutuhan. Selain bahasa Inggris, dokumen-dokumen tersebut tersedia dalam
terjemahan informal bahasa Prancis, Bahasa Indonesia, dan Portugis.

Kami tidak secara khusus membatasi cakupan perangkat ini pada subkelompok perempuan tertentu. Namun,
perangkat ini lebih berorientasi pada perempuan yang tinggal di daerah pedesaan, di mana investasi berbasis
lahan biasanya terjadi. Kami mengakui bahwa mengacu secara umum pada perempuan mengaburkan
perbedaan status politik dan hukum subkelompok perempuan (berdasarkan faktor-faktor seperti status
penduduk asli) dan cara pandang mereka, dan kami telah berupaya untuk menyoroti nuansa-nuansa tersebut
di beberapa bagian. Namun, nuansa-nuansa ini akan lebih baik diuraikan dalam adaptasi perangkat ini yang
spesifik pada konteks. Meskipun perangkat ini dirancang untuk mengatasi hambatan yang dihadapi
perempuan, banyak hambatan dan strategi-strategi guna mengatasi hambatan tersebut yang relevan dengan
upaya yang dilakukan bersama berbagai kelompok yang terpinggirkan, termasuk peternak, kaum muda,
migran, penyandang disabilitas, dan individu LGBTQ+, di antaranya.

Sebuah catatan tentang pemilihan kata
Dalam perangkat ini, kami menggunakan istilah-istilah:

Komunitas diartikan sebagai sekelompok individu, keluarga, dan rumah tangga yang secara kolektif tinggal
di dalam atau memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan wilayah tertentu dengan batas-batas yang dapat
didefinisikan dan diatur oleh seperangkat struktur pemerintahan adat, adat istiadat, atau struktur negara
yang sama. Kami mengakui status hukum yang berbeda dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Keturunan
Afrika sebagai kelompok yang berbeda dan telah berupaya untuk mengakui nuansa tersebut sedapat
mungkin, sambil menggunakan istilah komunitas sebagai sebutan jika sesuai.

Keterlibatan mengacu pada berbagai interaksi (termasuk pertemuan kelompok formal, percakapan informal
dengan individu, dan pertukaran informasi melalui cara lain seperti pesan elektronik atau audio) yang
seharusnya dilakukan oleh suatu komunitas dengan pihak luar sepanjang siklus hidup investasi berbasis
lahan—untuk konteksnya, lihat siklus hidup investasi pertanian pada Gambar 1. Ini mencakup semua
contoh keterlibatan komunitas oleh pihak luar dalam "proses membangun hubungan berkelanjutan dengan
komunitas," termasuk namun tidak terbatas pada "pembangunan kapasitas komunitas, penyadartahuan,
dan pendidikan; penilaian dampak sosial dan kinerja sosial; negosiasi, konsultasi, dan pembuatan
kesepakatan komunitas; dan memperoleh Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC)"
serta desain dan implementasi mekanisme pengaduan. Meskipun panduan ini berfokus pada interaksi

3


https://ccsi.columbia.edu/content/women_participation_toolkit
https://ccsi.columbia.edu/content/women_participation_toolkit

komunitas-pihak luar dalam konteks investasi berbasis lahan, panduan ini mungkin lebih luas penerapannya
pada keadaan lain dan berbagai sektor di mana pihak luar berupaya untuk terlibat dengan komunitas lokal.

Interseksionalitas digunakan sebagai kata untuk menggambarkan sifat saling terkait dari kategori-kategori
sosial seperti ras, kelas, dan gender sebagaimana diterapkan pada individu atau kelompok tertentu—
khususnya, bagaimana kategori-kategori ini menciptakan sistem diskriminasi atau kerugian yang tumpang
tindih dan saling bergantung.

Investor mencakup seluruh kalangan elit lokal, nasional, atau internasional; perusahaan; pengambil
keputusan bisnis; dan pemodal proyek yang mendukung setiap investasi, bisnis, inisiatif, atau proyek
berbasis lahan yang berdampak pada masyarakat. Pemerintah sendiri seringkali merupakan investor
langsung, pemegang saham, atau pemilik investasi. Istilah investor juga berlaku untuk pengusaha lokal,
termasuk mereka yang mungkin beroperasi secara ilegal atau tanpa izin. Pemahaman yang lebih mendalam
tentang berbagai jenis investor yang terlibat dalam investasi berbasis lahan tidak diperlukan untuk panduan
ini, tetapi kami menyoroti keberadaan analisis tersebut, yang sangat relevan untuk mengubah perilaku.?

Partisipasi yang bermakna di mana Perempuan dapat:?

w 1. sepenuhnya HADIR dalam acara-acara pelibatan komunitas, termasuk memahami isi dari acara
pelibatan tersebut dan menghadiri rapat-rapat dalam jumlah besar, dan

@5 2.  memiliki SUARA untuk bersuara (melalui cara-cara yang terasa nyaman bagi mereka), untuk
didengarkan, dan agar ide-ide, pendapat dan kepentingan mereka dapat dipertimbangkan, dan

@ 3.  memiliki KEKUATAN untuk mempengaruhi pengambilan keputusan komunitas dan memainkan
peran dalam pelibatan-pelibatan komunitas-pihak luar, seperti dalam konsultasi dan negosiasi.

Istilah pihak luar merujuk pada orang-orang yang bukan anggota komunitas. Dalam konteks investasi
berbasis lahan, ini termasuk pejabat pemerintah, perwakilan perusahaan, staf organisasi nonpemerintah
(LSM) dan organisasi masyarakat sipil (KPU) lokal, serta para profesional dan konsultan yang dipekerjakan
oleh aktor-aktor tersebut.

Perempuan mencakup mereka yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan dan anak perempuan di
bawah usia 18 tahun yang sudah memikul tanggung jawab rumah tangga yang terkait dengan penggunaan
lahan.

Apa yang dimaksud dengan investasi berbasis lahan, dan apa dampak yang
ditimbulkannya pada Masyarakat Adat dan komunitas lokal?'

Pemerintah di seluruh dunia terus memberikan lahan luas kepada investor nasional dan asing untuk usaha-
usaha bidang agroindustri, penebangan kayu, pertambangan, energi alternatif, dan pariwisata. Seringkali,
Masyarakat Adat dan komunitas lokal tinggal di lahan-lahan ini dan memiliki hak atas lahan tersebut. Dampak
positif dari investasi sendiri dapat mencakup peningkatan infrastruktur (seperti jalan, pasokan air, pasokan
listrik, menara seluler, sekolah, rumah sakit), lapangan kerja bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal, sewa
tahunan yang dibayarkan kepada Masyarakat Adat dan komunitas lokal, akses ke pasar dan layanan, dan
manfaat lain yang mungkin dinegosiasikan oleh setiap kelompok yang terkena dampak. Namun, manfaat yang
dijanjikan mungkin tidak terwujud, dan investasi tersebut dapat membawa berbagai dampak negatif bagi
Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang terkena dampak, termasuk:

e Udara, tanah, dan air dapat tercemar, dan hewan serta tumbuhan dapat terancam punah.

e Masyarakat Adat dan komunitas lokal dapat kehilangan akses ke hutan, sumber air, lahan
penggembalaan, area perikanan, dan hak jalan yang diperlukan untuk mata pencaharian, kelangsungan
hidup, dan kesejahteraan mereka.

e Masyarakat Adat dan komunitas lokal mungkin ditekan atau dipaksa untuk pindah dari tanah mereka.

e Jalan raya dapat menyebabkan polusi atau penggunaan truk berat dapat membahayakan anak-anak.

" Kami mengakui status hukum Masyarakat Adat dan Masyarakat Keturunan Afrika sebagai kelompok yang
berbeda dan telah berupaya untuk mengakui nuansa tersebut bila memungkinkan, sambil menggunakan istilah
komunitas sebagai singkatan jika sesuai.



e Listrik dan air mungkin dibawa ke lokasi investasi tetapi tidak dibagi dengan Masyarakat Adat dan
komunitas lokal.

® Pekerja perusahaan dapat membawa kekerasan, alkohol, dan narkoba ke dalam komunitas dan
menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan.

Mengingat risiko-risiko tinggi yang dihadapi, penting agar Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang
terdampak sepenuhnya diinformasikan tentang potensi investasi, dilibatkan secara bermakna dalam proyek
investasi yang mungkin terjadi, dan kemudian diberi kesempatan untuk menolak atau memberikan Persetujuan
Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) mereka (ini diwajibkan berdasarkan hukum
internasional untuk Masyarakat Adat); beberapa negara memiliki undang-undang dan beberapa perusahaan
memiliki standar yang memperluas hak ini kepada semua komunitas yang terdampak, termasuk Masyarakat
Keturunan Afrika. Yang utama, sangat penting bahwa ketentuan dari setiap proyek investasi yang dihasilkan
mencerminkan kesepakatan antara komunitas dan pihak luar yang dicapai melalui proses negosiasi yang
inklusif dan komprehensif. Kesepakatan ini harus didokumentasikan dalam kontrak tertulis yang telah ditinjau
dan ditandatangani oleh semua pihak.*

Ada banyak tahapan yang terlibat dalam investasi berbasis lahan. Masyarakat Adat dan komunitas lokal harus
dilibatkan dan dikonsultasikan di setiap fase. Gambar 1 menggambarkan fase-fase kunci dan elemen-elemen
penting dari perspektif investasi berbasis lahan yang bertanggung jawab dalam siklus hidup investasi pertanian.
Investasi berbasis lahan lainnya akan memiliki elemen-elemen penting yang berbeda. Misalnya, proses
penilaian investasi pertambangan juga akan melibatkan tahap eksplorasi, eksploitasi, dan penutupan serta
berbagai elemen penting terkait lainnya.



Gambar 1: Sebuah daur hidup investasi pertanian
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Investasi berbasis lahan menunjukkan adanya dampak terhadap
Perempuan secara tidak proporsional

Lebih dari satu dekade penelitian telah menunjukkan bahwa perempuan cenderung menanggung beban
dampak negatif yang lebih besar dari investasi berbasis lahan. Misalnya, di daerah pedesaan, perempuan lebih
mungkin kehilangan akses terhadap lahan dan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup
rumah tangga mereka dibandingkan laki-laki: Mereka mungkin harus berjalan lebih jauh untuk mengambil air,
bekerja lebih keras untuk mengumpulkan kayu bakar, makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting
lainnya untuk kebutuhan hidup rumah tangga. Perempuan juga cenderung kurang mendapat manfaat dari
investasi dibandingkan laki-laki—data menunjukkan bahwa perempuan cenderung kurang mendapat pekerjaan
dari proyek, kontrak layanan, dan pelatihan keterampilan, di antara dampak positif lainnya. Dan seiring
perubahan dinamika komunitas sebagai akibat dari investasi, perempuan mungkin menderita peningkatan
kekerasan berbasis gender—baik di dalam keluarga mereka maupun oleh pekerja yang terkait dengan investasi

tersebut.’

Salah satu alasan mengapa perempuan lokal mengalami dampak negatif yang lebih besar dari investasi
dibandingkan laki-laki adalah karena mereka cenderung dikecualikan dari keterlibatan komunitas yang penting.
Untuk memastikan hak dan kepentingan perempuan dilindungi selama keterlibatan komunitas dengan pihak
luar, perubahan sistemik yang transformatif di bidang sosial, budaya, hukum, dan kelembagaan mungkin
diperlukan. Seringkali, pemerintah, investor, dan aktor luar lainnya berupaya memastikan bahwa perempuan

hadir dalam konsultasi komunitas atau pertemuan Padiatapa (agar sekedar "memenuhi persyaratan" "inklusi
gender"), padahal sebenarnya perempuan yang hadir tidak bersuara, atau dibungkam ketika mereka berbicara,
atau ide dan kekhawatiran mereka diabaikan dalam keputusan akhir komunitas.® Gambar 2 menyoroti

sejumlah nuansa beragam elemen kunci dari partisipasi perempuan:

Gambar 2: Contoh hasil-hasil dari kegiatan pelibatan komunitas dalam kontinum hak-hak perempuan’
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Partisipasi Perempuan yang bermakna dalam kegiatan pelibatan komunitas
tentang investasi yang bertanggung jawab dan sukses

Dari sisi positif, keterlibatan komunitas dapat digunakan sebagai kesempatan untuk mendukung perempuan
dalam berbagi kearifan mereka dan menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk kepentingan komunitas
secara keseluruhan. Pemerintah dan investor sama-sama memiliki kepentingan untuk secara bermakna

mengikutsertakan perempuan dalam keterlibatan komunitas, karena dengan demikian:



Mematuhi kewajiban hukum (negara) dan tanggung jawab (investor). Partisipasi perempuan yang
bermakna merupakan persyaratan hukum dan elemen inti dari praktik baik internasional. Semakin
banyaknya hukum dan standar internasional, regional, dan domestik mengenai investasi berbasis
lahan mengharuskan negara dan investor untuk memperhatikan bagaimana pemerintah dan investor
mengamankan dan menggunakan lahan serta sumber daya alam lokal. Konsumen juga semakin
menuntut hal ini. Banyak dari peraturan-peraturan tersebut mencakup bagian khusus yang
mensyaratkan perlindungan hak-hak perempuan dan partisipasi perempuan dalam interaksi dan
negosiasi dengan pihak luar komunitas. Perangkat 3 merangkum beberapa hukum dan standar
tersebut.

Lebih mungkin untuk meningkatkan hasil pembangunan lokal (seperti pemberantasan kemiskinan
dan ketahanan pangan) dengan meningkatkan keamanan kepemilikan lahan masyarakat dan
melindungi beragam strategi mata pencaharian. Bukti menunjukkan bahwa hasil yang baik bagi
perempuan berkorelasi dengan hasil yang baik bagi Masyarakat.® Hal ini sebagian disebabkan karena
perempuan sering bertanggung jawab untuk menanam bahan makanan yang dibutuhkan untuk
memastikan ketahanan pangan rumah tangga® dan cenderung mengalokasikan sumber daya yang
lebih besar untuk meningkatkan ketahanan pangan tersebut.® Perempuan juga terutama
bertanggung jawab untuk mengumpulkan air untuk konsumsi rumah tangga dan produk hutan
nonkayu, obat-obatan, makanan liar, dan jerami serta bahan bangunan lainnya dari lahan umum
masyarakat seperti lahan basah, hutan, dan padang rumput.!! . Namun, pejabat pemerintah dan
pemimpin tradisional sering melihat lahan umum ini sebagai lahan yang tersedia dan
mengalokasikannya kepada investor.

Jika perempuan tidak hadir sepanjang proses keterlibatan masyarakat untuk menjelaskan bagaimana
area publik dan sumber daya bersama adalah sangat penting bagi kelangsungan hidup rumah tangga,
maka masyarakat dapat kehilangan akses ke area tersebut, sehingga dapat memiskinkan keluarga.
Demikian juga, karena lahan digunakan dengan cara yang berbeda-beda mengikuti mata
pencahariannya (misalnya, petani, peternak, nelayan), mengecualikan perempuan dan kelompok
minoritas dari proses keterlibatan masyarakat dapat berarti bahwa penggunaan lahan, area, atau
strategi pengelolaan tertentu akan hilang akibat investasi. Sebaliknya, ketika perempuan dilibatkan
secara bermakna dalam kegiatan pelibatan, maka pengetahuan dan ide-ide mereka yang kaya dapat
menciptakan hasil yang meningkatkan taraf kehidupan dan hasil dari pembangunan bagi komunitas
mereka.

Lebih mungkin untuk memperluas keberhasilan secara keseluruhan dan keberlanjutan dari sebuah
investasi. Keikutsertaan Perempuan dapat mencapai ini semua dengan cara:

e Memberikan wawasan yang unik tentang lahan yang akan diberikan kepada proyek investasi

e Menawarkan solusi-solusi berorientasi masa depan dan gagasan-gagasan yang mungkin bisa
sangat membantu selama kegiatan penilaian dan perancangan proyek di awal, dan

¢ Mengidentifikasi masalah-masalah yang berpotensi muncul di kemudian hari dan dampak-
dampak negatif, lalu melakukan pemecahan masalah sebagai upaya pencegahan yang proaktif.

Kegagalan dalam melibatkan perempuan lokal secara bermakna dalam perencanaan proyek dapat
menyebabkan investor gagal untuk sepenuhnya menilai dan mengambil langkah-langkah untuk
mengurangi risiko proyek; hal ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan kemungkinan konflik antara
masyarakat dan investor, yang telah terbukti berdampak negatif pada keuntungan investasi.?° Lebih
lanjut, kegagalan dalam melibatkan perempuan dalam keterlibatan masyarakat dapat menimbulkan
biaya yang besar dan menyebabkan kerusakan reputasi karena investor yang tidak mematuhi hukum
dan standar yang berlaku dapat berhadapan dengan upaya litigasi lokal atau bahkan lintas batas
wilayah2.

Untuk siapakah alat ini, dan bagaimana menggunakannya

Kami menyusun alat panduan ini untuk pejabat pemerintah, perwakilan perusahaan, staf LSM dan organisasi
masyarakat sipil lokal, serta para profesional dan konsultan yang dipekerjakan oleh para pihak tersebut yang
mungkin tidak mendapatkan pelatihan atau memiliki pengalaman yang luas tentang cara terbaik untuk
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memastikan partisipasi perempuan yang bermakna dalam keterlibatan komunitas. Kami merancang sumber
daya ini dengan tujuan agar sangat membantu dalam mengatur dan memfasilitasi keterlibatan komunitas, yang
sering kali (tetapi tidak selalu) berbentuk pertemuan.

Alat 1 merangkum hambatan utama yang dihadapi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan komunitas dan
menyajikan strategi praktis dan konkret untuk mengatasi hambatan tersebut. Anda dapat menelusuri Alat 1
dari awal hingga akhir atau menggunakannya sebagai alat diagnostik dengan membaca daftar isi untuk melihat
hambatan-hambatan utama—mengidentifikasi hambatan yang Anda hadapi dalam kerja lapangan Anda dan
langsung menuju bagian alat tersebut untuk menemukan daftar strategi yang disarankan guna mengatasinya.
Alat 1 terutama didasarkan pada kerja lapangan yang dilakukan di Afrika dan Asia.”" Di beberapa bagian, alat ini
menyertakan contoh spesifik negara tentang bagaimana strategi ini berhasil diimplementasikan.

Pengguna dapat memilih dan memilah strategi demi menemukan gagasan-gagasan yang menurut mereka layak
dicoba—dan yang sesuai dengan anggaran mereka—dalam konteks mereka yang spesifik.

Alat 2 Ini adalah daftar periksa yang menerjemahkan strategi yang diuraikan dalam Alat 1 ke dalam instrumen
yang mudah disesuaikan dan dapat secara langsung dan mudah memberikan informasi untuk kerja lapangan.
Alat 2 juga tersedia dalam dokumen Word terpisah untuk tujuan ini. Namun, guna memastikan alat ini dapat
bermanfaat dalam berbagai konteks, alat ini memberikan gambaran yang sangat umum tentang seperti apakah
partisipasi perempuan yang bermakna dalam kegiatan pelibatan komunitas: Pengguna harus selalu
menganalisis secara kritis konteks spesifik di tempat kerja lapangan berlangsung dan menyesuaikan strategi
yang disarankan dengan konteks yang berlaku di tempat tersebut. Hal ini bisa jadi akan melibatkan
penghapusan strategi, penambahan strategi, dan perubahan kata-kata yang digunakan.

Alat 3 Dokumen ini menjabarkan prinsip-prinsip utama serta sumber-sumber peraturan dan praktik-praktik
baik terkait inklusi perempuan dalam keterlibatan komunitas. Kami bermaksud agar dokumen ini dimanfaatkan
sebagai referensi utama bagi mereka yang ingin memahami atau perlu menunjukkan bahwa inklusi perempuan
yang bermakna dalam keterlibatan komunitas merupakan kewajiban pemerintah yang telah diatur dan
merupakan tanggung jawab investor.

Terakhir, perlu dicatat bahwa kami merancang perangkat ini sebagai sintesis dari pengalaman para advokat
global dalam memastikan partisipasi perempuan yang bermakna dalam pengambilan keputusan terkait
investasi berbasis lahan. Alat ini dimaksudkan untuk melengkapi banyak sumber daya mendalam yang sudah
ada tentang topik yang lebih luas. Daftar Pustaka menyajikan sejumlah panduan praktis utama.

Catatan kaki untuk bab Pendahuluan dapat ditemukan di bagian akhir dari alat panduan yang telah
dipadatkan.

i Kami mencatat adanya bias terhadap sumber daya berbahasa Inggris, yang memengaruhi beragam contoh negara yang
diteliti. Beberapa literatur yang ditinjau mengambil pengalaman yang dipelajari di wilayah lain, seperti Amerika Latin dan
Pasifik, tetapi sebagian besar—serta fasilitas dukungan teknis ALIGN—berfokus pada pengalaman di Afrika berbahasa
Inggris dan Asia Tenggara.



Alat 1. Mengidentifikasi dan Mengatasi Hambatan yang
Dihadapi Perempuan dalam Partisipasi yang Bermakna
dalam Keterlibatan Komunitas

Bagaimana cara menggunakan Alat 1

Alat ini adalah bagian dari Alat Peningkatan Partisipasi Bermakna Perempuan dalam Keterlibatan
Komunitas.™ Informasi tentang penggunaan kosa kata dan konteks dapat ditemukan di Alat Pendahuluan,
tetapi sebagai ringkasan, jenis keterlibatan komunitas terkait investasi berbasis lahan yang mungkin
bermanfaat bagi Alat 1 meliputi:

¢ Membangun hubungan yang berkelanjutan

* Peningkatan kapasitas, penyadaran, dan pendidikan

¢ Konsultasi

¢ Penilaian dampak dan kinerja sosial

e Negosiasi

* Pembuatan perjanjian

e Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan/Padiatapa, serta
¢ Desain dan implementasi mekanisme pengaduan

Alat 1 didesain untuk:

e Meningkatkan kesadartahuan akan fakta bahwa perempuan umumnya dikecualikan dari partisipasi
yang bermakna dalam keterlibatan komunitas dikarenakan oleh hambatan langsung atau pun tidak
langsung, dan bahwa pengecualian ini bisa tetap terjadi bahkan ketika ada perempuan yang hadir
secara fisik di pertemuan atau kegiatan pelibatan lainnya.

e Berfungsi sebagai alat diagnostik bagi orang-orang yang terlibat dengan komunitas tetapi
mendapati bahwa perempuan tidak turut berpartisipasi secara bermakna. Anda dapat menyaring
hambatan-hambatan yang dijabarkan untuk melihat apakah ada yang terjadi dalam situasi Anda,
dan kemudian beralih ke strategi yang sesuai untuk melihat apakah ada yang dapat Anda terapkan
untuk meningkatkan kualitas keterlibatan Anda.

Yang bisa terjadi dengan cara:

e Menjelaskan hambatan-hambatan yang ada dan penyebab timbulnya hambatan-hambatan
tersebut

e Menentukan strategi-strategi demi mengatasi hambatan dan penyebabnya, dan

e Menunjukkan contoh negara-negara di mana terdapat strategi-strategi yang berhasil diterapkan.

Hambatan-hambatan dan strategi yang terkait dengannya dikelompokkan menjadi:

1. Penyebab timbulnya hambatan-hambatan, dan
2. Hambatan-hambatan spesifik yang mengecualikan perempuan.

Partisipasi yang bermakna adalah ketika perempuan HADIR, memiliki SUARA, dan memiliki KEKUATAN
untuk memengaruhi pengambilan keputusan komunitas. Kategori-kategori ini saling berkaitan. Untuk
memiliki suara, perempuan harus hadir. Agar dapat memiliki kekuatan, perempuan harus hadir dan
memiliki suara. Kami berupaya menunjukkan bagaimana hambatan-hambatan spesifik dapat memengaruhi
kehadiran, suara, dan kekuasaan dengan menempatkan ikon-ikon berikut yang paling sesuai dengan
hambatan-hambatan spesifik tersebut:

il Laman tentang alat: https://ccsi.columbia.edu/content/women_participation_toolkit.
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% Kehadiran
@: Suara

§‘ ? Kekuasaan

Harap dicatat bahwa meskipun setiap strategi hanya tercantum sekali dalam Alat 1, banyak dari strategi-
strategi ini yang relevan dalam kaitannya dengan berbagai hambatan. Oleh karena itu, strategi-strategi
tersebut telah dikumpulkan dan diuraikan dalam Alat 2 dalam daftar periksa terpisah, yang dapat diambil
dari Alat, disesuaikan dengan konteks lokal, dan digunakan saat merencanakan dan melakukan kegiatan,
termasuk pertemuan komunitas.

Demi kemudahan penggunaannya, semua telah dikelompokkan ke dalam judul subjek sehingga pengguna
dapat langsung membuka bagian tantangan tertentu yang mereka hadapi dan menemukan strategi untuk
mengatasinya. Kami mendorong pengguna untuk merenungkan secara mendalam norma dan praktik
budaya, membangun gambaran lengkap tentang dinamika kekuatan yang terjadi, mencari keterkaitan antar
hambatan, dan merancang strategi yang dapat diterapkan dan dapat berdampak pada berbagai situasi.

Navigasi — Daftar Penyebab dan Hambatan Spesifik

1. Penyebab mendasar dari hambatan-hambatan yang perempuan hadapi dan strategi-strategi untuk
N ENGATASINYA . uuetttttitieee ettt et e e e e e ettt e e e e e e e e e s e e e e e et e e e e e e e e bbb e e e et e e e e e e e e e e ae e e e e eeeeeeee e nnrrnnee 12

Penyebab: Norma & praktik sosiobudaya dan kurangnya mandat hukum terkait pelibatan perempuan 12
Penyebab: Laki-laki mungkin saja takut akan kehilangan kuasa jika perempuan meraih kekuasaan ....... 13

Penyebab: Pengecualian terkait dengan kelangkaan tanah, air dan sumber daya alam... Error! Bookmark

not defined.
2. Hambatan-hambatan spesifik yang mengecualikan perempuan dari berpartisipasi bermakna dalam
keterlibatan komunitas dan strategi-strategi untuk mengatasinya..........cccccvvviiiiiee e 15
Hambatan: Waktu dan tempat pertemuan yang dapat mengecualikan perempuan ......c..cccceeevvineeennn. 15

Hambatan: Perempuan mungkin tidak tahu bahwa ada pertemuan atau tidak dapat akses terhadap
informasi tentang mengapa adalah penting bagi mereka untuk menghadiri pertemuan tersebut ... Error!
Bookmark not defined.

Hambatan: Perempuan mungkin merasa bahwa mereka tidak bisa atau sebaiknya tidak menghadiri
pertemuan teNTANG tANAN . .....coiii e e ettt a e e e e e e eaaaaaaaeaeeeeearrarara————— 18

Hambatan: Untuk menghadiri pertemuan mungkin tidak aman bagi perempuan.....Error! Bookmark not
defined.

Hambatan: Interseksionalitas bisa jadi membuat semakin sulit bagi perempuan tertentu untuk
oY= g o k=T n EY T oF- 1 SR UPUR R Error! Bookmark not defined.

Hambatan: Perempuan mungkin merasa takut, tidak nyaman, atau tidak diizinkan untuk berbicara di
depan aKi-1aKi. ..o Error! Bookmark not defined.

Hambatan: Perempuan tidak didengarkan oleh laki-laki, yang meremehkan keahlian mereka tentang
hal-hal terkait tanah dan sumber daya alam...........cccccceveiiiiiiniiiiiiiiiieeee. Error! Bookmark not defined.

Hambatan: Laki-laki diandalkan sebagai pihak yang mewakili perempuan tetapi tidak sebenar-benarnya
mewakilkan kepentingan perempuan, menyisakan kesempatan yang sedikit bagi perempuan untuk
berbagi tentang pendapat dan perspektifnya........ccccovviiiiiiiiiieiiiiiienees Error! Bookmark not defined.

Hambatan: Selama pertemuan, para fasilitator tidak menanyakan kepada perempuan pertanyaan-
pertanyaan yang tepat, atau tidak bertanya sama sekali, sebagai hasil adalah kurangnya pemahan yang
mendalam tentang prioritas perempuan dan cara bagaimana sebuah proyek dapat berdampak bagi
kehidupan PereMPUAN .....ccceii i i ee e Error! Bookmark not defined.



Hambatan: Laki-laki mengambil keputusan akhir atas nama komunitas .....Error! Bookmark not defined.

Daftar Kotak
Kotak 1: Ketegangan yang dapat timbul antara hukum adat dan hukum hak asasi manusia 12
Kotak 2: Risiko-risiko terkait dengan kuota 19
Kotak 3: Pentingnya pertanyaan-pertanyaan tindak lanjut 26

1. Penyebab mendasar dari hambatan-hambatan yang perempuan hadapi dan strategi-
strategi untuk mengatasinya

Penyebab: Norma & praktik sosial budaya dan kurangnya mandat hukum terkait pelibatan
perempuan

Dalam banyak konteks, norma dan praktik sosiobudaya menghambat partisipasi perempuan yang bermakna
dalam keterlibatan komunitas. Praktik sosiobudaya meliputi nilai-nilai, norma, kepercayaan, tradisi,
preferensi, peran, dan perilaku, dan hal tersebut memengaruhi bagaimana individu dalam komunitas hidup
serta struktur sosial dan sistem tata kelola komunitas. Praktik-praktik tersebut dapat diabadikan dalam
hukum adat setempat (lihat Kotak 1). Semua hambatan spesifik yang diuraikan di bawah ini muncul secara
langsung atau tidak langsung dari apa yang diizinkan atau diharapkan untuk dilakukan oleh perempuan oleh
masyarakat di semua tingkatan—rumah tangga, komunitas, negara, wilayah, dan seterusnya.

Norma dan praktik sosiobudaya ini juga dapat tercermin secara langsung atau tidak langsung dalam hukum
formal negara tersebut. Misalnya, bahasa netral gender dalam undang-undang, kebijakan, dan dokumen
lainnya mungkin gagal mengatasi berbagai kerugian struktural yang dihadapi perempuan dalam mengakses
tanah. Peraturan dan kebijakan juga mungkin gagal mengatasi proses administratif dalam pemerintahan
yang melembagakan hambatan terhadap kemampuan perempuan untuk menuntut atau membela hak-hak
hukum mereka. Undang-undang dan peraturan-peraturan®® yang berlaku bisa jadi tidak memiliki mandat
yang mewajibkan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan, sehingga mengakibatkan kurangnya
mandat yang diatur hukum bahwa perempuan harus menjadi bagian dari tata kelola tanah komunitas dan
keterlibatan komunitas.

Kotak 1: Ketegangan yang dapat timbul antara hukum adat dan hukum hak asasi manusia

Ketika hukum adat menetapkan bahwa kepemilikan tanah berjalan berdasarkan garis keturunan ayah (dan
tidak mencakup perlindungan lokal untuk hak-hak perempuan atas tanah), adat istiadat dapat bertentangan
dengan hukum hak asasi manusia internasional, regional, dan domestik yang melindungi hak-hak
perempuan (lihat Alat 3 untuk sumber hukum dan praktik terbaik yang utama).

Salah satu cara untuk mengatasi ketegangan ini adalah dengan mengakui bahwa hukum adat bukanlah
sesuatu yang statis. Hukum adat seringkali tidak tertulis, dan sifat dasarnya adalah dinamis serta
berkembang seiring berjalannya waktu. Sama seperti bagaimana hukum dan peraturan perundang-
undangan yang mengalami beragam perkembangan sejalan dengan hukum konstitusional dan standar hak
asasi manusia di banyak negara, demikian pula hukum adat dapat dikembangkan untuk mengakui
kesetaraan substantif antara laki-laki dan perempuan—yang sudah menjadi persyaratan di banyak negara.*
Tim proyek ni ingin bekerja sama dengan para pemimpin dan anggota komunitas untuk mengatasi
kontradiksi antara hukum adat dan hukum nasional serta internasional: pendidikan, berbagi pengalaman,
dan debat—semua peluang yang diberikan oleh keterlibatan komunitas terkait investasi berbasis lahan—
merupakan peluang dinamis bagi komunitas untuk secara kritis merefleksikan tradisi mereka dan
menyesuaikannya agar berkembang sesuai dengan konteks dan waktu saat ini.

Strategi-strategi
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» Tunjuk seorang konsultan gender untuk bergabung ke dalam tim penugasan. Konsultan tersebut akan
bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan strategi-strategi terkait gender, serta
memastikan setiap anggota tim terlibat dalam strategi tersebut. Langkah pertama dapat berupa
menanyakan kepada beberapa perempuan terpilih tentang masalah apa yang mungkin mereka hadapi.
Pilih seseorang yang memiliki pengalaman yang signifikan dalam hal inklusivitas gender di tingkat
komunitas di wilayah tempat Anda akan bekerja. Jika memungkinkan, pilih seseorang yang benar-benar
memahami budaya dan bahasa wilayah tersebut, serta dinamika kekuasaan dan pengecualian di tingkat
desa. Konsultan harus diberi wewenang untuk membuat keputusan yang relevan dan menerapkan
tindakan yang diperlukan. Jika tidak ada anggaran untuk konsultan gender, pertimbangkan untuk
mempekerjakan anggota tim lapangan dengan pengalaman dan pengetahuan ini dan jadikan ini salah
satu tanggung jawabnya.

»> Dalam bekerja sama dengan masyarakat, identifikasi dan bangun hubungan kerja dengan dua orang
warga setempat (seorang laki-laki dan seorang wanita) yang akan bertanggung jawab untuk
mendukung komunikasi tim Anda dengan masyarakat. Pertimbangkan dengan cermat siapa yang akan
memainkan peran ini: pilih orang-orang yang jujur, dihormati, dan dipercaya oleh masyarakat—terlepas
dari status, latar belakang, atau kelompok tempat mereka berada—serta reflektif dan bijaksana tentang
budaya, norma, dan dinamika masyarakat. Bisa jadi cara yang terbaik adalah memilih individu yang
mewakili berbagai latar belakang sosial ekonomi, etnis, dan agama setempat untuk memastikan bahwa
seluruh masyarakat merasa terwakili oleh mereka. Untuk menghargai waktu mereka, pertimbangkan
untuk membayar mereka dengan uang, pelatihan keterampilan, dan pulsa (kredit telepon seluler).

> Bekerja samalah dengan sekolah-sekolah dan program-program kepemudaan untuk menanamkan
sikap kesetaraan gender pada generasi mendatang, memastikan transformasi jangka panjang.

> Identifikasi dan membangun hubungan kerja yang baik dengan Masyarakat sipil yang relevan atau
organisasi hak-hak Perempuan yang bekerja dengan kelompok-kelompok perempuan dan kelompok
yang terpinggirkan yang dapat:

o Memberikan wawasan, saran dan dukungan

o Mengidentifikasi kelompok-kelompok terpinggirkan

o Memfasilitasi pertemuan-pertemuan, dan

o Mengidentifikasi dan mobilisasi kelompok-kelompok dan jejaring Perempuan yang relevan.

» Mintalah saran dan bimbingan dari konsultan gender, pemandu lokal, dan organisasi hak-hak
perempuan mengenai cara terbaik untuk memahami dan menavigasi norma budaya lokal dan praktik
tradisional yang relevan dengan cara yang tetap menghormati norma-norma dan praktik-praktik
tersebut (dan dengan demikian meminimalkan potensi mengasingkan anggota komunitas) sambil tetap
mengangkat suara perempuan. Hal ini mungkin akan mencakup pendokumentasian norma dan praktik
tersebut agar terlihat oleh semua pihak dan memberikan dasar untuk mulai mengarahkan perubahan
konkret dan partisipatif.

» Bangun kepercayaan dengan masyarakat, dan jangan terburu-buru. Luangkan waktu yang dibutuhkan
untuk memahami konteks, budaya, dan kepentingan berbagai anggota masyarakat. Sangat bermanfaat
untuk membangun kepercayaan dengan para pemimpin masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan
(termasuk para pemimpin yang mungkin tidak terpilih tetapi tetap memimpin meski dengan cara lain).

> Alokasikan sumber daya yang memadai guna menerapkan strategi-strategi yang diuraikan dalam
perangkat ini.

Penyebab: Laki-laki mungkin saja takut akan kehilangan kuasa jika perempuan meraih
kekuasaan
Hak-hak perempuan harus dilihat sebagai salah satu aspek dari dunia kekuasaan yang beragam, kompleks,
dan saling bergantung. Kekuasaan—dan penindasan yang terlembaga—serta cara kekuasaan tersebut

memengaruhi mereka yang kurang berdaya merupakan inti dari apakah perempuan berpartisipasi atau
tidak dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam.*®

Laki-laki sering menolak gagasan tentang hak dan wewenang perempuan karena mereka berpikir bahwa
ketika perempuan memperoleh hak, wewenang, atau kekuasaan, itu berarti laki-laki harus menyerahkan
kekuasaan mereka sendiri.

Di banyak masyarakat, tanah secara tradisional dipandang sebagai wilayah kekuasaan laki-laki, dan
wewenang pengambilan keputusan merupakan warisan patrilineal. Budaya, praktik-praktik, atau norma-
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norma semacam itu seringkali memiliki kerangka hukum di mana laki-laki secara tradisional dipandang
sebagai pemilik tanah dan pengambil keputusan yang sah, sementara hak perempuan atas tanah terbatas
pada penggunaan dan bukan kepemilikan. Sebagai pengguna, perempuan tidak memiliki hak pengambilan
keputusan dan tidak memiliki tempat dalam pengambilan keputusan—baik dalam badan pengelolaan
tanah komunitas maupun selama negosiasi dengan investor dan pihak luar lainnya.

Dalam konteks seperti itu, perempuan yang menantang norma-norma ini dapat menghadapi stigma,
ejekan, dan pengucilan. Dalam beberapa kasus, laki-laki mungkin melakukan kekerasan berbasis gender
ketika perempuan dalam keluarga mereka menegaskan kekuasaan secara terbuka, atau ketika mereka
takut kehilangan kekuasaan sebagai akibat dari penguatan hak-hak perempuan.

Strategi-strategi

» Bersama dengan pemandu lokal dan konsultan gender, diskusikan dan buat daftar hal-hal yang
mungkin menghambat perempuan untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Hal ini
dapat mencakup mengungkap dan memahami prasangka masyarakat terhadap perempuan, serta
bagaimana dinamika kekuasaan lokal dapat dipengaruhi oleh kebijakan, investasi, atau intervensi
berbasis lahan lainnya yang diusulkan.

> Bahas tentang ketakutan laki-laki bahwa memperkuat hak-hak Perempuan akan mengurangi
kekuasaan mereka. Mobilisasi kaum laki-laki untuk menjadi juara dalam hal kesetaraan gender
dengan mengembangkan pemahaman mereka:

o Bahwa pemberdayaan perempuan dan anak perempuan juga berarti memberdayakan laki-
laki (bekerja dengan kaum muda—Ilaki-laki muda—bisa memberikan hasil yang lebih baik dan
lebih cepat karena mereka lebih terpapar dan mungkin lebih terbuka terhadap perubahan
budaya).

o Bahwa keseimbangan kekuasaan bukanlah tentang laki-laki versus perempuan, tetapi
bagaimana suatu komunitas dapat berada dalam posisi terkuatnya secara keseluruhan untuk
dapat terlibat dan bernegosiasi dengan pihak luar. Baik laki-laki dan perempuan akan
mendapat manfaat jika perempuan juga diberi tempat di meja perundingan: Pengetahuan
dan keahlian perempuan akan menambah pengetahuan dan keahlian laki-laki,
memungkinkan komunitas secara keseluruhan untuk memanfaatkan gabungan
kebijaksanaan dan kekuatan yang didapatkan tersebut untuk hasil yang lebih baik.

o Tentang hubungan antara keamanan hak atas tanah bagi perempuan, peningkatan
pendapatan rumah tangga, dan hasil yang lebih baik bagi anak-anak dan anggota komunitas
(lihat lebih lanjut di Hambatan: Perempuan tidak didengarkan oleh laki-laki, yang
meremehkan keahlian mereka yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam).

o Tentang manfaat dari upaya mengatasi kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam
perencanaan proyek dan pengurangan risiko.

Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

o Pertemuan dengan para pemimpin adat

o Agenda khusus dalam pertemuan umum komunitas

o Pertemuan formal khusus laki-laki, termasuk para pemuda

o Diskusi informal dengan para laki-laki di tempat-tempat mereka biasa menghabiskan waktu

Beberapa pendekatan bisa berguna, seperti contoh:

o Menunjukkan hal ini melalui kegiatan pemetaan dan penilaian'®

o Mencari aliansi yang bersimpati, termasuk anggota komunitas, pemimpin adat, dan tokoh-
tokoh yang memiliki pengaruh sosial lainnya (seperti tokoh olahraga dan budaya) dan
mendorong mereka untuk mengambil peran kepemimpinan dalam mendidik laki-laki dan anak
laki-laki lainnya
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Penyebab: Pengecualian terkait dengan kelangkaan tanah, air dan sumber daya alam

Seiring meningkatnya persaingan untuk mendapatkan lahan dan air, serta kenaikan nilai lahan, beberapa
komunitas mengubah gagasan mereka tentang siapa yang termasuk dalam anggota komunitas dari system-
sistem yang lebih fleksibel dan dapat dinegosiasikan lalu menjadi sistem yang lebih kaku dan eksklusif yang
menyebabkan hilangnya hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Perempuan dan kelompok minoritas
semakin tidak dianggap sebagai anggota komunitas dengan semua hak yang menyertainya. Misalnya, para
janda semakin sering diusir dari rumah mereka setelah kematian suami mereka, dan anak perempuan yang
belum menikah atau bercerai tidak diberikan tanah oleh saudara kandung dan orang tua mereka.

Strategi-strategi

» Bersama dengan pemandu lokal dan konsultan gender, serta melalui berbagai keterlibatan komunitas,
bangun pemahaman tentang apakah dan bagaimana kelangkaan telah memengaruhi definisi inklusi
atau eksklusi komunitas dari waktu ke waktu.

» lJika komunitas mengidentifikasi bahwa terdapat anggota komunitas tertentu umumnya dikucilkan,
pastikan mereka hadir atau terwakili dalam pertemuan (lihat juga Hambatan: Interseksionalitas dapat
mempersulit partisipasi perempuan tertentu).

> Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka menerapkan kebijakan
nasional progresif yang membahas kesetaraan gender serta melindungi dan membela hak-hak
perempuan, secara umum dan dalam konteks semua keterlibatan masyarakat.

2. Hambatan-hambatan spesifik yang mengecualikan perempuan dari
berpartisipasi bermakna dalam keterlibatan komunitas dan strategi-strategi
untuk mengatasinya

Hambatan: Waktu dan tempat pertemuan yang dapat mengecualikan perempuan

Perempuan seringkali memikul banyak tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan yang membatasi
ketersediaan mereka untuk menghadiri pertemuan, terutama pada waktu-waktu tertentu dalam satu hari
atau bulan tertentu. Misalnya, selama musim tanam dan panen, banyak perempuan tidak dapat
meninggalkan ladang mereka selama jam kerja.

Tempat atau lokasi penyelenggaraan acara tersebut mungkin juga sulit dijangkau oleh perempuan karena
letaknya jauh, berada di tempat yang biasanya tidak boleh dimasuki perempuan, tidak mudah diakses
secara fisik, atau terlalu menakutkan (lihat Hambatan: Interseksionalitas dapat mempersulit partisipasi
perempuan tertentu).

Strategi-strategi

» Berkonsultasi dengan perempuan dan pemimpin perempuan setempat (mungkin dengan
mengunjungi mereka di tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi atau berkumpul, seperti di sumber-
sumber air, pasar, dan rumah) tentang hal-hal apa yang mungkin menghalangi perempuan untuk
menghadiri pertemuan atau kegiatan lainnya dan mencari informasi seperti:

o Hari apa, jam berapa dan apa lokasi di mana paling memunginkan bagi perempuan untuk bisa
hadir?

o Pada minggu-minggu apa saja dalam setahun sebaiknya tidak diadakan acara pertemuan, karena
bertepatan dengan siklus pertanian atau acara penting lainnya.

o Dengan cara apalagi tim fasilitasi dapat memudahkan atau meniadakan hambatan-hambatan yang
ada demi kehadiran para perempuan?

o Susun jadwal para perempuan dengan cermat untuk mengetahui kapan waktu yang tepat
(misalnya, setelah sarapan dimasak, kayu bakar dikumpulkan, dan air diambil tetapi sebelum
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persiapan makan malam). Jangan menjadwalkan pertemuan komunitas selama waktu menanam
dan panen, kecuali jika calon peserta perempuan menyetujuinya terlebih dahulu.
o Cari tahu dukungan apa yang meningkatkan kemungkinan perempuan untuk dapat hadir, seperti
menyediakan penitipan anak, transportasi, dan makanan.
> Jadwalkan pertemuan pada hari dan waktu yang paling memungkinkan bagi perempuan untuk hadir.
Hindari menjadwalkan pertemuan pada saat perempuan sedang menyiapkan makanan keluarga atau
selama waktu makan.
> Atur penyelenggaraan pertemuan di dekat tempat tinggal komunitas lokal. Pilih tempat pertemuan
yang sentral dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh komunitas (dari segi jarak tetapi juga tidak
eksklusif: gereja, masjid, atau markas politik dapat mengasingkan sebagian penduduk). Pertemuan di
luar ruangan mungkin yang terbaik, asalkan ada naungan yang memadai dan tempat duduk yang
sesuai. Untuk pertemuan khusus perempuan, akan sangat membantu untuk mencari tahu terlebih
dahulu di mana perempuan biasanya bertemu dan berkumpul, lalu mengadakan pertemuan di sana.
» Mengatur transportasi untuk para wanita yang tinggal jauh dari tempat pertemuan (serta bagi
penyandang disabilitas dan lansia)
> Sediakan layanan penitipan anak. Untuk memastikan perempuan dapat hadir dan sepenuhnya fokus,
akan berguna jika ada layanan penitipan anak yang disediakan di pertemuan tersebut.

Contoh-contoh solusi di beberapa negara

Di Uganda, sebuah LSM menjawab tantangan ini dengan mengirimkan bahan-bahan mentah untuk makanan
komunitas ke lokasi pertemuan, di mana bahan-bahan tersebut dimasak di tempat oleh sekelompok asisten
hukum setempat, sehingga memungkinkan Perempuan-perempuan dalam komunitas tersebut untuk ikut serta
dalam pertemuan saat makan siang.'’

Di empat desa di Tanzania, komunitas setempat di sana mengadopsi peraturan daerah untuk mengatur
penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam di tingkat desa. Peraturan daerah mereka menetapkan bahwa
pertemuan tidak dapat diadakan kecuali setidaknya 50% perempuan dari komunitas tersebut hadir. Hal ini
dicapai dengan cara menjadwalkan pertemuan pada waktu yang sesuai bagi perempuan.'®

Hambatan: Perempuan mungkin tidak tahu bahwa ada pertemuan atau tidak dapat akses
terhadap informasi tentang mengapa adalah penting bagi mereka untuk menghadiri
pertemuan tersebut

Ada banyak alasan mengapa perempuan tidak menerima informasi tentang atau yang relevan dengan
keterlibatan komunitas, termasuk:

e Informasi hanya dibagikan kepada laki-laki. Perempuan dan laki-laki mungkin menerima informasi
melalui saluran yang berbeda: seringkali perempuan mendapatkan informasi dari perempan lain,
atau di sekolah atau pusat kesehatan, sementara laki-laki mungkin saat di kafe atau tempat
tertentu tempat mereka berkumpul untuk berdiskusi dan berbagi informasi. Informasi juga dapat
dipasang di lokasi yang hanya dikunjungi laki-laki atau disampaikan melalui pemimpin laki-laki,
yang menyampaikan informasi kepada laki-laki secara lisan.

¢ Informasi dijaga ketat oleh sekelompok elit laki-laki. Kesepakatan tanah sering kali dinegosiasikan
secara rahasia oleh beberapa pemimpin laki-laki, atau dewan tetua laki-laki, dengan informasi yang
sengaja dirahasiakan dari perempuan dan pihak lain. Bahkan ketika masyarakat memilih atau
menyeleksi tim negosiasi, mereka mungkin tidak memiliki perwakilan perempuan dalam tim
tersebut.

e Literasi. Anak perempuan umumnya mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih sedikit
daripada anak laki-laki dan sering kali dikeluarkan dari sekolah lebih awal untuk membantu
pekerjaan rumah tangga atau dipaksa menikah dini (kadang-kadang dipaksakan), terutama dalam
konteks kemiskinan. Akibatnya, perempuan mungkin tidak sebaik laki-laki dalam membaca dan
memahami informasi. Pemberitahuan rapat mungkin dipasang dalam bentuk tulisan, dan informasi
yang relevan mungkin terdapat dalam dokumen yang tidak dapat dibaca oleh perempuan yang
tidak melek huruf. Akibatnya, perempuan bahkan mungkin tidak mengetahui bahwa suatu rapat
sedang berlangsung.
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o Kurangnya akses ke media atau pusat komunitas tempat informasi disebarluaskan. Perempuan
mungkin tidak memiliki akses ke teknologi atau platform media sosial yang menyediakan informasi,
seperti radio, telepon seluler, dan komputer.

Jika perempuan tidak mengetahui bahwa ada acara, seperti pertemuan, maka mereka tidak mungkin dapat
hadir.

Sekalipun perempuan mengetahui tentang suatu pertemuan yang akan diadakan dan tidak dilarang hadir
oleh anggota keluarga laki-laki atau norma sosial (lihat Penyebab: Laki-laki mungkin saja takut kehilangan
kekuasaan jika perempuan mendapatkan kekuasaan dan Hambatan: Perempuan mungkin merasa tidak
dapat atau tidak seharusnya menghadiri pertemuan tentang tanah), perempuan mungkin tetap tidak bisa
hadir jika mereka tidak paham bagaimana pertemuan tersebut akan memengaruhi mereka dan mengapa
kehadiran dan partisipasi mereka sangat penting—dan dibutuhkan. Perempuan umumnya menjalani
kehidupan yang sangat sibuk dan menanggung beban yang tidak proporsional terkait tanggung jawab
rumah tangga dan pekerjaan tanpa upah lainnya. Waktu luang adalah konsep yang asing bagi banyak
perempuan. Jika mereka tidak memahami urgensi dan pentingnya partisipasi mereka, perempuan mungkin
tidak ingin meluangkan waktu untuk pergi ke pertemuan tersebut.

Strategi-strategi

» Terjemahkan informasi ke dalam bahasa lokal. Bekerja samalah dengan penerjemah dan juru bahasa
yang dapat Anda percayai, terutama pilih penerjemah perempuan dan orang-orang yang memiliki
pemahaman mendalam tentang budaya lokal.

» Gunakan cara-cara kreatif yang tidak tertulis. Contohnya, tim proyek dapat melakukan hal-hal di
bawah ini:

o Umumkan detail pertemuan di program radio lokal yang didengarkan oleh perempuan.
Mintalah stasiun radio untuk menyediakan segmen singkat untuk membahas informasi yang
relevan (misalnya, sesi tanya jawab antara dua pembawa acara tentang prospek kesepakatan
jual-beli lahan).

o Mengatur agar para pemimpin atau penggerak komunitas mengunjungi rumah-rumah warga,
menyampaikan informasi secara lisan tentang pertemuan dan hal-hal yang relevan terkait
pertemuan tersebut, menekankan perlunya partisipasi aktif perempuan, dan secara proaktif
meminta kehadiran perempuan.

o Mendorong komunikasi verbal dan dari mulut ke mulut antar perempuan.

» Saat menggunakan materi tertulis untuk mempublikasikan sebuah pertemuan, sesuaikan desain, isi,
dan lokasi tampilan agar mudah diakses dan dipahami oleh perempuan dengan tingkat literasi
rendah. Contohnya:

Desain

o Gunakan font besar dengan gambar dan bantuan visual lain yang bisa menggambarkan

penjelasan lebih lanjut.
Isi

o Teks yang disederhanakan.

o Informasi penting, seperti tempat, waktu pertemuan, informasi tentang topik-topik yang akan
didiskusikan, apa saja pengaturan praktis yang akan dibuat agar perempuan bisa menghadiri
pertemuan tersebut (misalnya, tempat penitipan anak).

Tampilan

o Tempat-tempat public di mana perempuan berkumpul, seperti sumber-sumber air, lokasi
tempat mencuci di pinggir sungai, dan pasar-pasar.

o Buat tempat-tempat berkumpul beragam (seperti gereja, masjid, sekolah, dan
puskesmas/klinik kesehatan).

o Suatu bentuk media sosial yang biasanya dipilih digunakan oleh masyarakat setempat untuk
menargetkan perempuan-perempuan yang melek huruf dan memiliki gawai (seperti
WhatsApp, Signal, Telegram, dan Messenger).

» Berikan dukungan teknologi jika diperlukan. Ini mungkin termasuk menyediakan akses ke komputer

dengan koneksi internet atau ponsel pintar untuk meninjau informasi relevan yang mungkin hanya
tersedia secara daring.
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» Dukung komunitas untuk melakukan segala upaya guna memastikan para pemimpin tidak
mengadakan pertemuan pribadi dan rahasia dengan investor. Adakan diskusi komunitas terbuka
mengenai masalah ini yang dirancang untuk membantu komunitas bertukar pikiran tentang strategi
untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin dalam negosiasi publik.

Hambatan: Perempuan mungkin merasa bahwa mereka tidak bisa atau sebaiknya tidak
menghadiri pertemuan tentang tahan

Dalam masyarakat yang kepemilikan atas tanahnya bersifat patrilineal, laki-laki sering dianggap sebagai
penentu tata kelola dan pengelolaan tanah dalam suatu komunitas. Akibatnya, ketika diadakan pertemuan
untuk membahas keputusan terkait tanah, baik laki-laki maupun perempuan dalam komunitas tersebut
mungkin berasumsi bahwa pertemuan itu hanya untuk laki-laki saja.

Bahkan di negara-negara di mana sistem hukum formal mengakui kepemilikan dan hak-hak perempuan
lainnya, norma-norma lokal mungkin masih menghambat partisipasi perempuan dalam pertemuan tentang
tata kelola tanah (lihat lebih lanjut tentang ketegangan ini di Kotak 1). Hal ini mungkin karena laki-laki
mungkin enggan berbagi wewenang ini dengan perempuan (lihat lebih lanjut Penyebab: Laki-laki mungkin
saja takut kehilangan kekuasaan jika perempuan mendapatkan kekuasaan) dan karena kurangnya
pengetahuan lokal tentang hak-hak perempuan atas tanah, hak-hak sipil, dan hak asasi manusia lainnya.

Terakhir, meskipun perempuan mengetahui tentang adanya suatu pertemuan dan menyadari bahwa
perempuan diundang untuk hadir, seringkali hanya perempuan dari keluarga paling elit (seperti istri
pemimpin tradisional) yang merasa ingin hadir atau berhak untuk hadir. Dalam kasus seperti itu,
perempuan yang keluarganya tidak memiliki tanah, perempuan migran, atau perempuan dari kelompok
minoritas dalam masyarakat mungkin merasa tidak diterima. Padahal, anggota masyarakat yang paling
terpinggirkan seringkali adalah mereka yang paling dirugikan oleh investasi berbasis lahan.

Strategi-strategi

» Jelaskan ke seluruh komunitas bagaimana perempuan akan secara langsung terdampak oleh hal-hal
yang akan dibahas. Jelaskan bahwa suara perempuan itu penting dan bagaimana pokok bahasan dari
pertemuan tersebut akan memengaruhi kehidupan mereka; oleh karena itu, mereka perlu hadir.

» Ajarkan seluruh komunitas tentang hak-hak perempuan. Selenggarakan pelatihan khusus bagi laki-laki
agar mereka memahami mengapa kehadiran, suara, dan kekuatan perempuan dalam pertemuan
komunitas itu penting dan mengapa mereka harus mengajak perempuan di rumah dan lingkungan
sekitar mereka untuk menghadiri pertemuan komunitas. Alih-alih ceramah, carilah pendekatan
partisipatif dan interaktif yang dimulai dengan apa yang sudah diketahui komunitas tentang hak-hak
perempuan, kemudian bangunlah pengetahuan dan kesadartahuan dari sana.

> lika ada, bandingkan norma hukum konstitusional atau norma hukum domestik lainnya yang
mendorong kesetaraan gender dengan norma adat yang sesuai. Latihan ini dapat menjadi bagian dari
sesi literasi hukum yang perlu diselenggarakan bagi masyarakat untuk membahas tata kelola lahan dan
hak asasi manusia lingkungan dalam konteks investasi berbasis lahan.

> Menekankan peran pemimpin tradisional sebagai pelindung anggota masyarakat dan hak-hak,
martabat, serta kesetaraan yang melekat pada semua orang, memastikan bahwa pentingnya
melindungi hak dan kepentingan perempuan dirumuskan dengan cara yang menarik bagi para
pemimpin dan menginspirasi mereka untuk membela hak-hak perempuan.

» Memberikan pelatihan bagi kaum perempuan tentang hak-hak mereka—baik hak substantif maupun
hak mereka untuk berperan aktif dalam tata kelola komunitas—dan informasi relevan terkait investasi.
Pelatihan tersebut dapat mencakup hukum nasional dan kerangka hukum internasional yang
melindungi hak perempuan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan komunitas.

» Dengan dukungan dari pemandu lokal, konsultan, dan organisasi perempuan, diskusikan strategi yang
sesuai dengan kondisi setempat untuk memastikan bahwa perempuan hadir dalam jumlah yang
tinggi dalam berbagai kegiatan. Contoh:
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o Meminta para suami untuk membawa serta istri mereka dan anggota keluarga perempuannya.

o Mendorong perempuan untuk membawa teman-temannya ke dalam pertemuan.

o Mengembangkan dari jejaring yang ada atau kelompok-kelompok perempuan yang sudah
terbentuk, seperti kelompok penanam pohon dan kelompok koperasi simpan-pinjam.

» Mendukung komunitas dalam memutuskan apakah akan menetapkan kuota dan persyaratan
kuorum sendiri untuk perempuan dan kelompok marginal (misalnya, kaum muda, penggembala,
penyandang disabilitas, migran, anggota kelompok etnis atau suku minoritas, dan keluarga miskin),
memastikan bahwa perempuan yang hadir mewakili semua subkelompok. Lihat Kotak 2 untuk
pertimbangan yang lebih mendalam tentang risiko yang terkait dengan kuota dan strategi-strategi
dalam Hambatan: Perempuan mungkin takut, tidak nyaman, atau tidak diizinkan untuk berbicara di
depan laki-laki untuk mengatasi risiko tersebut.

» Mengidentifikasi dan adanya mendorong panutan yang relevan secara kontekstual serta perempuan
inspiratif untuk menyebarkan informasi dan mendorong perempuan lain untuk terlibat.

Kotak 2: Risiko-risiko yang terkait dengan kuota

Undang-undang yang mensyaratkan kuota dan persyaratan kuorum untuk kehadiran perempuan
memberikan titik awal yang baik dalam hal memastikan kehadiran fisik perempuan dalam pertemuan-
pertemuan, tetapi persyaratan kuota tidak bisa: 1) memastikan bahwa perempuan dipersiapkan dan diberi
informasi yang memadai untuk berpartisipasi secara bermakna; dan 2) memastikan bahwa perempuan
benar-benar bisa bersuara dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Dalam banyak kasus, tim lapangan,
pejabat pemerintah, dan investor mungkin berupaya agar perempuan menghadiri rapat pertemuan
sehingga mereka dapat memenuhi persyaratan hukum (dalam bentuk kuota) bahwa ada perempuan yang
terlibat, tetapi kemudian gagal memastikan bahwa perempuan benar-benar bersuara dalam pertemuan
tersebut.

Selain itu, perempuan mungkin datang ke pertemuan dalam jumlah besar, sehingga memenuhi kuota,
tetapi perempuan yang hadir mungkin berasal dari keluarga elit, kelompok etnis dominan, penganut agama
dominan, atau berpihak pada satu pemimpin (yang telah memanggil mereka untuk menghadiri pertemuan
tersebut) dengan mengesampingkan mereka yang berasal dari keluarga, kelompok, agama, kesetiaan, dan
kelompok minoritas lainnya yang berbeda (lihat lebih lanjut Hambatan: Interseksionalitas dapat
mempersulit perempuan tertentu untuk berpartisipasi).

Hambatan: Untuk menghadiri pertemuan mungkin tidak aman bagi perempuan

Mungkin tidak aman bagi perempuan untuk menghadiri pertemuan atau berpartisipasi dalam kegiatan lain
karena tiga alasan utama di bawah ini:

e Tergantung pada budaya dan keluarga, suami mungkin enggan membolehkan istri mereka
berinteraksi dengan laki-laki lain di luar keluarga dan menolak mengizinkan mereka menghadiri
pertemuan di mana laki-laki yang bukan kerabat akan hadir. Dalam kasus seperti itu, menghadiri
pertemuan dapat membuat seorang wanita rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

e Jika perempuan menghadiri suatu pertemuan, berbicara di depan umum dapat menyebabkan
pengucilan sosial, konflik rumah tangga, atau bahkan kekerasan, dalam beberapa kasus.

e Dalam beberapa konteks, meninggalkan rumah dan bepergian ke suatu pertemuan dapat
membahayakan perempuan—terutama jika pertemuan tersebut berlangsung jauh dari rumah
mereka, sehingga mereka harus menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki bermil-mil
melalui area yang tidak aman. Misalnya, berjalan kaki jarak jauh melalui hutan dapat membuat
perempuan rentan terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual.

Kekerasan berbasis gender memiliki beragam bentuk, termasuk fisik, seksual, psikologis, dan finansial.®

Strategi-strategi

» Mintalah saran dan bimbingan dari konsultan gender, pemandu lokal, dan organisasi hak-hak
perempuan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi perempuan (baik karena kekerasan
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berbasis gender, konflik, atau militerisasi) jika mereka ingin berpartisipasi dalam pertemuan atau
terlibat, menyampaikan pendapat, dan sekadar menegaskan kekuasaan mereka.

» Adakan pertemuan khusus untuk kaum laki-laki sedini mungkin untuk membahas isu gender secara
spesifik dengan mereka dan mengetahui persepsi, hal-hal yang mengkhawatirkan bagi mereka, dan
cara pandang mereka. Hal ini dapat membantu mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan
kekerasan dalam rumah tangga dan memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi tokoh laki-laki yang
dapat memperjuangkan agenda gender.

» Ambil langkah-langkah untuk melindungi keselamatan perempuan secara proaktif. Misalnya,
pertimbangkan keamanan pilihan transportasi lokal, sarankan untuk berpasangan guna menghadapi
situasi yang berpotensi berbahaya. Mungkin perlu juga untuk menetapkan proses untuk
mengidentifikasi kapan perempuan berisiko mengalami kekerasan dan membentuk mekanisme respons
dan pengaduan yang sesuai, tidak hanya untuk partisipasi dalam pertemuan dan kegiatan lainnya,
tetapi juga untuk dampak dari keputusan yang dibuat. Perlu dicatat bahwa tindakan pencegahan dapat
memakan waktu dan sebaiknya dilakukan oleh para ahli (seperti LSM) yang dipekerjakan oleh tim yang
terlibat.

» Mintalah saran dari pemandu lokal Anda, perwakilan komunitas, dan organisasi hak-hak perempuan
mengenai cara terbaik untuk menyusun pertemuan agar keselamatan perempuan tidak terancam.
Tergantung pada konteksnya, mungkin akan berguna bila mengadakan pertemuan di tempat-tempat
lokal yang dirasa aman oleh perempuan. Pertemuan ini mungkin lebih aman jika hanya dihadiri
perempuan; dalam keadaan lain, mungkin lebih aman bagi perempuan untuk memilih laki-laki yang
tepercaya untuk hadir.

» Ketika tidak aman bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan komunitas, berkreasilah
dalam mengumpulkan masukan dan umpan balik dari perempuan, dan pertimbangkan untuk
memanfaatkan anggota tim perempuan untuk:

o Mendapatkan masukan melalui telepon

o Berkunjung dari rumah ke rumah untuk berbicara satu lawan satu

o Bertemu dengan perempuan-perempuan di tempat mereka bekerja (contoh, di mana mereka
mengumpulkan air, mencuci pakaian, menjual hasil produk pertanian)

o Menggunakan rekaman-rekaman audio yang anonim, dan

o Menggunakan cara lain untuk mengumpulkan umpan balik, seperti pesan teks atau pesan
melalui media sosial (seperti WhatsApp, Signal, Telegram, Messenger), dengan
mempertimbangkan keamanan digital dan platform terenkripsi (seperti Telegram atau Signal).

Mengumpulkan masukan dari para wanita (secara anonim) ke dalam dokumen singkat atau brosur bisa
jadi sesuatu yang berguna, sehingga masukan tersebut dapat dibagikan lebih luas, misalnya kepada
pejabat pemerintah atau perwakilan dari calon investor.

> Bermitra dengan pemerintah setempat untuk menyelenggarakan pertemuan dengan para perempuan
di komunitas, karena suami atau kerabat laki-laki lainnya cenderung menghormati dan merasa lebih
nyaman dengan pertemuan atau program yang melibatkan pemerintah.

> Bekerja sama dengan otoritas dan pemimpin lokal untuk memastikan bahwa perempuan yang
menghadiri pertemuan dan menyuarakan pendapat dilindungi dari kekerasan dan intimidasi.

Hambatan: Interseksionalitas bisa jadi membuat semakin sulit bagi perempuan tertentu
untuk berpartisipasi

Dalam konteks identitas yang tumpang tindih, setiap tantangan yang dihadapi perempuan terkait dengan
menghadiri suatu pertemuan (tetapi juga menyuarakan pendapat dan memegang kekuasaan jika mereka
diizinkan secara fisik untuk hadir) dapat diperburuk oleh faktor-faktor lain yang dapat semakin
meminggirkan perempuan, seperti apabila mereka adalah seorang:

e Janda (misalnya, mengelola rumah tangga sendirian dengan tambahan beban dan kapasitasnya
yang terbatas untuk hadir)

e Perempuan dengan disabilitas (misalnya, secara fisik tidak dapat menghadiri pertermuan-
pertemuan tanpa dibantu atau tidak dapat melihat materi-materi pertemuan ataupun
mendengarkan diskusi yang berlangsung)
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e Perempuan yang merupakan anggota masyarakat adat, keturunan Afrika, atau dari suku dan etnis
yang berbeda atau yang minoritas (misalnya, banyak dari perempuan di suatu komunitas berasal
dari budaya yang berbeda, mereka dapat mengucilkannya)

e Seorang perempuan yang bukan berasal dari komunitas tersebut (misalnya, seorang perempuan
muda yang belum membangun pertemanan akrab dan mungkin tidak diundang atau takut akan
pengucilan yang mungkin akan dia alami jika dia hadir atau jika ia bersuara)

e Perempuan-perempuan yang menikah atau memiliki hubungan dengan pihak luar

e Perempuan yang terlahir sebagai laki-laki namun sekarang beridentitas sebagai perempuan
(misalnya, tidak setiap orang di dalam suatu komunitas dapat menerimanya sebagai seorang
perempuan, namun ia juga tidak disertakan dalam forum-forum kaum laki-laki).

Interseksionalitas lainnya, termauk status perkawinan, kelas dan kemiskinan, usia, orientasi seksual, dan
status Kesehatan (misalnya, positif mengidap HIV).

Strategi-strategi

> Berupayalah untuk memahami siapa yang dilibatkan dan siapa yang dikecualikan, dan pastikan Anda
mengambil langkah-langkah untuk menjangkau semua warga komunitas (lihat ide-ide dalam
Hambatan: Perempuan mungkin tidak mengetahui bahwa pertemuan sedang berlangsung atau tidak
memiliki akses ke informasi untuk memahami mengapa kehadiran mereka penting)

» Berkolaborasi dengan organisasi lokal yang sudah bekerja dengan kelompok-kelompok yang
terpinggirkan dan mintalah bantuan mereka dalam mengidentifikasi dan melibatkan anggota
komunitas yang terpinggirkan.

> Pastikan bahwa perempuan yang sudah menikah bukanlah satu-satunya yang hadir atau terwakili
dalam pertemuan—wajibkan kehadiran dari atau atas nama janda, perempuan lajang, perempuan
penyandang disabilitas, dan perempuan dari kelompok etnis atau minoritas lainnya.

» Mengidentifikasi perempuan dengan kebutuhan khusus (seperti disabilitas fisik atau mereka yang
memiliki tanggung jawab rumah tangga tambahan) dan memberikan dukungan untuk memastikan
keterlibatan mereka dalam pertemuan yang diadakan. Hal ini dapat mencakup pengaturan
transportasi untuk perempuan yang tinggal jauh dari tempat pertemuan, serta individu lanjut usia dan
penyandang disabilitas. Hal ini juga dapat melibatkan intervensi lain seperti penerjemahan bahasa
isyarat dan penggunaan mikrofon serta pengeras suara.

» Berikan perhatian dan dukungan kepada perempuan yang mungkin memiliki lingkungan keluarga yang
lebih kondusif untuk menghadiri pertemuan sebagai duta kesetaraan gender atau bahkan mewakili
mereka yang mungkin tidak dapat hadir karena hambatan-hambatan yang disebutkan di atas.

» Hambatan: Perempuan mungkin merasa takut, tidak nyaman, atau tidak diizinkan untuk
S berbicara di depan laki-laki

Kehadiran saja tidak secara otomatis berarti bersuara atau memiliki kekuasaan: Bahkan jika perempuan
menghadiri pertemuan dalam jumlah besar, mereka mungkin tidak merasa mampu atau berdaya untuk
berbicara dan menyampaikan kekhawatiran serta ide-ide mereka. Dalam beberapa konteks, jika seorang
perempuan berbicara dan mengutarakan pendapat yang berbeda dari anggota keluarga yang juga hadir
dalam pertemuan tersebut, ia mungkin menghadapi dampak sosial atau fisik dan kekerasan berbasis
gender. Perempuan juga mungkin tidak merasa nyaman untuk berbeda pendapat secara terbuka dengan
laki-laki. Dalam beberapa budaya, perempuan mungkin dilarang berbicara dengan laki-laki di luar keluarga
mereka, termasuk dalam pertemuan komunitas. Atau perempuan mungkin tidak berbicara dalam
pertemuan publik karena norma budaya bahwa laki-laki berbicara atas nama rumah tangga mereka.

Bahkan ketika hak-hak perempuan diakui dan mereka diizinkan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan
yang relevan, perempuan harus memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk berbicara dan
mengungkapkan minat, pendapat, dan ide-ide mereka.?® Perempuan mungkin kurang percaya diri dan
pengalaman dalam berbicara di depan banyak orang karena mereka belum pernah melakukannya, atau
mereka takut tidak akan didengarkan (misalnya, mereka mungkin akan disela, atau ide-ide mereka mungkin
diabaikan, atau mereka mungkin diejek karena kontribusi mereka).
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Strategi-strategi

Bahas tentang norma-norma yang mendasar dan bangun pemahaman komunitas tentang betapa
pentingnya perempuan bersuara

>

Lihat strategi-strategi di bagian Penyebab: Laki-laki mungkin saja takut akan kehilangan kuasa jika
perempuan meraih kekuasaan

Buatlah pertemuan-pertemuan sedemikian rupa yang dapat memberikan kesempatan bagi perempuan
untuk bersuara men

>

>

Memiliki agenda tetap bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya untuk menyampaikan
kekhawatiran dan masukan mereka.

Pertimbangkan untuk mengadakan pertemuan khusus perempuan di mana perempuan dapat memilih
orang-orang yang akan mewakili pendapat dan kepentingan mereka dalam pertemuan campuran
gender, dan pastikan ada perwakilan untuk berbagai subkelompok perempuan.

Peserta pertemuan sebaiknya dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, termasuk
kelompok khusus perempuan, dan minta setiap kelompok untuk melaporkan kembali ide, pendapat,
dan minat mereka kepada pertemuan yang lebih besar.

Mendukung perempuan untuk memilih wakil-wakil yang kuat dan berani yang merasa nyaman
berbicara atas nama mereka selama dalam pertemuan-pertemuan dengan campuran gender.
Lakukan upaya-upaya yang proaktif guna memastikan bahwa kaum perempuan yang hadir dalam
suatu pertemuan bersuara, dengan cara:

° Mengamati peserta rapat untuk mencari perempuan yang wajahnya ekspresif, yang jelas-jelas
sedang berpikir dan memiliki ide, lalu memanggil mereka untuk bersuara.

° Ajaklah perempuan untuk berbicara sesering Anda mengajak laki-laki untuk berbicara, bahkan
jika Anda harus sedikit mendorong seorang perempuan untuk berbagi ide-idenya.

° Mengajukan pertanyaan yang menggali informasi yang hanya diketahui oleh perempuan,
membutuhkan partisipasi verbal dari perempuan, dan menampilkan pengetahuan serta keahlian
mereka.

Temukan cara-cara kreatif untuk mengumpulkan saran/pendapat/kekhawatiran perempuan—Ilihat
ide-ide dalam bagian Hambatan: Mungkin tidak aman bagi perempuan untuk menghadiri pertemuan di
atas, termasuk mengenai isu kekerasan berbasis gender.

Dukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan

>

>

Memberikan pelatihan yang bertarget guna memperkuat keterampilan dan kapasitas peremupan
untuk:
o Berbicara di hadapan publik dengan percaya diri
o Terlibat dalam diskusi-diskusi tentang ekonomi dan keuangan yang terkait dengan transaksi-
transaksi lahan atau tanah, dan
o Memahami faktor-faktor risiko dari investasi potensial dan kemampuan untuk mengadvokasi
taktik-taktik penurunan risiko.?*
Selenggarakan sesi yang dipandu oleh perempuan untuk perempuan (dan sesi terpisah untuk
kelompok marginal lainnya), tetapi pertama-tama adakan juga sesi untuk laki-laki agar mereka
memahami alasannya. Pertimbangkan untuk melakukannya melalui organisasi lokal atau komunitas
yang terpercaya. Pada "konferensi perempuan" ini, ajarkan perempuan tentang hak-hak mereka dan
persiapkan mereka untuk melakukan advokasi diri sebagai sebuah kelompok.
Pastikan perempuan terwakili baik sebagai kelompok pemangku kepentingan maupun sebagai
pemegang hak individu dan kolektif. Dalam upaya ini, perhatikan bahwa perempuan mungkin memiliki
pandangan yang berbeda satu sama lain tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat kekayaan atau
kemiskinan, pendidikan, dan latar belakang mereka.

Contoh di sebuah negara

Di komunitas-komunitas di Tanzania, Filipina, dan Mozambik, perempuan yang menghadiri pertemuan
seringkali tetap bergeming.?? Sebuah LSM Tanzania yang telah mendukung komunitas lokal untuk
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mengembangkan peraturan desa yang peka gender menemukan bahwa perempuan lebih cenderung terbuka
dan berpartisipasi dalam pertemuan jika perwakilan LSM berbicara dengan mereka secara terpisah dan
perempuan diberi informasi yang baik tentang isi pertemuan sejak awal proses.?

Di berbagai komunitas di Uganda, perempuan tidak aktif berpartisipasi dalam pertemuan komunitas lokal
untuk mengembangkan peraturan daerah .?* Fasilitator menyelenggarakan "konferensi perempuan" regional
khusus bersama dengan perwakilan dari setiap komunitas. Mereka fokus pada pengembangan pemahaman
perempuan tentang hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat kehilangan akses terhadap lahan jika
mereka tidak terlibat dalam proses tersebut. Melalui pertemuan-pertemuan ini, pentingnya lahan untuk
bercocok tanam atau menggembala ternak demi kebutuhan rumah tangga dapat dibahas dan strategi-strategi
dapat dikembangkan untuk memastikan suara mereka didengar. Perempuan kemudian pulang ke komunitas
mereka dan mengadakan pertemuan serupa, mendokumentasikan penggunaan lahan mereka, dan
memutuskan langkah-langkah yang disukai untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya. Perempuan
kemudian mulai menghadiri pertemuan komunitas yang lebih luas dalam jumlah yang lebih besar dan
mengadvokasi agar kebutuhan mereka dipenuhi dalam proses penyusunan peraturan-peraturan yang berlaku
di tempat komunitas berada.

Sebuah LSM yang bekerja di Kenya Utara menemukan bahwa pelatihan kepemimpinan yang menggabungkan
permainan peran merupakan metode yang sangat efektif untuk mengembangkan kepercayaan diri perempuan
dan mempersiapkan mereka untuk berbicara di depan umum dalam konteks pemerintahan lahan komunal.?®

Hambatan: Perempuan tidak didengarkan oleh laki-laki, yang meremehkan keahlian mereka
yang berkaitan dengan lahan dan sumber daya alam.

Seperti yang dijelaskan di atas dalam Pendahuluan perangkat ini, partisipasi perempuan yang bermakna
dalam keterlibatan komunitas sangat penting untuk berlangsungnya investasi yang bertanggung jawab dan
berhasil. Hal ini karena perempuan paling sering bergantung pada lahan komunitas bersama seperti hutan,
sumber-sumber air, dan lahan menggembala ternak untuk kelangsungan hidup dan penghidupan rumah
tangga mereka. Pekerjaan perempuan—termasuk menanam makanan untuk konsumsi dan penjualan atau
perdagangan lokal, mencari makanan, dan memasak—memiliki nilai yang sangat tinggi. Hal ini sangat
penting untuk:

e Mewujudkan hak asasi manusia keluarga atas pangan, gizi, air, pendidikan, dan kesehatan, dan

e Melestarikan pengetahuan tradisional masyarakat luas tentang keanekaragaman hayati lokal—
misalnya, di mana mengumpulkan tumbuhan penting untuk pengobatan, di mana
mengumpulkan jerami terbaik untuk membangun rumah, di mana jamur liar dapat ditemukan.

Namun, manfaat-manfaat ini umumnya tidak diakui atau diberi nilai moneter yang sesuai oleh masyarakat,
pemerintah, atau investor. Menolak suara dan kekuasaan perempuan dalam keterlibatan masyarakat tidak
hanya melemahkan perempuan tetapi juga dapat merugikan seluruh masyarakat. Hal ini karena lahan
bersama ini seringkali merupakan tempat yang sering ditawarkan oleh laki-laki kepada pihak luar untuk
investasi. Jika fasilitator keterlibatan masyarakat (dan anggota masyarakat itu sendiri) tidak memahami nilai
kegiatan perempuan di area bersama, mereka tidak akan mempertimbangkan pekerjaan perempuan dalam
pengambilan keputusan masyarakat, penilaian dampak, rencana kompensasi dan pemukiman kembali, serta
proses dan hasil penting lainnya.?®

Strategi-strategi

» Dalam pertemuan komunitas, secara tegas mengakui dan mengangkat pentingnya tanggung jawab
kerja perempuan.

» Tunjukkan kepada laki-laki dengan memberi contoh (jangan hanya memberi ceramah atau memberi
tahu) bagaimana perempuan memegang informasi penting terkait lahan dan sumber daya alam yang
mungkin tidak diketahui laki-laki karena tugas-tugas terkait mata pencaharian yang berbeda
berdasarkan gender—misalnya, di mana obat-obatan yang diperlukan dapat dikumpulkan, atau
tempat-tempat di mana jerami tumbuh dan harus dilindungi. Bantu laki-laki memahami bagaimana
pengetahuan dan kearifan perempuan harus hadir untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang
konteks, dampak, dan implikasi jangka panjang dari setiap proyek berbasis lahan. Bantu semua anggota
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komunitas untuk merenungkan kearifan, keterampilan, minat, dan prasangka spesifik mereka sendiri,
kemudian libatkan anggota komunitas dalam menyusun daftar strategi yang mereka buat sendiri untuk
memastikan semua suara didengar.

» Temukan cara untuk menampilkan pengetahuan dan keahlian perempuan. Hal ini dapat dilakukan
dengan mengajak komunitas untuk bertukar pikiran dan membuat daftar semua sumber daya alam
yang dikumpulkan dan digunakan oleh komunitas, menyoroti bahwa, karena tanggung jawab gender
mereka, laki-laki dan perempuan memiliki pengetahuan yang berbeda namun saling melengkapi.
Alternatifnya, akan bermanfaat untuk mendukung perempuan dalam memetakan keanekaragaman
hayati lokal secara komprehensif dan membuat daftar makanan dan obat-obatan yang mereka
kumpulkan dan gunakan, kemudian membagikan daftar tersebut kepada seluruh komunitas.

> Ajarkan kepada para laki-laki tentang hubungan antara keamanan atas kepemilikan lahan bagi
perempuan, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan peningkatan gizi, kesehatan, serta hasil
pendidikan anak-anak. Pimpin sesi curah pendapat di mana para laki-laki secara sukarela
menyampaikan ide-ide tentang bagaimana ibu, nenek, bibi, dan saudara perempuan mereka
menggunakan lahan untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan memelihara ekosistem yang
berkembang.

> llustrasikan nilai sebenarnya dari pekerjaan perempuan dengan memberikan nilai moneter pada
daftar sumber daya alam yang dikumpulkan oleh perempuan dari hutan, daerah aliran sungai, dan
area penggembalaan. Latihan "penilaian" sederhana dapat menunjukkan kontribusi perempuan
terhadap rumah tangga serta nilai sumber daya alam yang ditemukan di area umum dan tersedia bagi
anggota masyarakat.?’

» Hambatan: Laki-laki diandalkan sebagai perwakilan perempuan tetapi sebenarnya tidak
~ mewakili kepentingan perempuan, sehingga perempuan memiliki sedikit kesempatan untuk
menyampaikan pendapat dan perspektif mereka.

Dalam beberapa konteks, investor atau pejabat pemerintah mungkin merasa pantas untuk memasuki
sebuah desa dan hanya berbicara dengan pemimpin dan tokoh laki-laki yang dituakan. Namun, laki-laki
seharusnya tidak dilihat sebagai perwakilan atau wakil perempuan. Laki-laki seringkali memiliki motivasi dan
insentif yang berbeda dari perempuan terkait investasi berbasis lahan. Mereka juga tidak memiliki
pengalaman hidup sebagai seorang perempuan, termasuk tekanan yang sama, pekerjaan untuk mencari
nafkah, tanggung jawab sehari-hari, peran keluarga, beban, dan pengalaman menghadapi bahaya.

Sebagai contoh, jika investasi tersebut dikaitkan dengan perubahan penggunaan lahan oleh masyarakat
setempat, seperti kesempatan untuk menanam tanaman komersial dalam skema petani mitra,
kemungkinan besar laki-laki akan menjadi penerima manfaat utama dari skema tersebut dan akan
memperoleh keuntungan lebih besar daripada perempuan. Dalam skenario ini, laki-laki mungkin untuk
mendesak agar masyarakat menerima investasi tersebut dan gagal dalam hal benar-benar mewakili
kepentingan kaum perempuan.

Contoh hambatan di suatu negara

Di Afrika Barat, staf lapangan dari sebuah LSM lokal memberikan kuesioner pemantauan kepatuhan investasi
kepada kelompok-kelompok identitas yang berbeda di sejumlah komunitas (yang terdampak oleh berbagai
investasi). Hasil dari bagaimana kelompok-kelompok identitas yang berbeda tersebut mengisi kuesioner
menyoroti perbedaan antara pemahaman dan prioritas perempuan dan laki-laki. Di kedua kelompok
[keturunan Bantu dan Masyarakat Adat], persepsi dan penilaian perempuan terhadap kepatuhan investor
umumnya rendah, berdasarkan dampak investasi terhadap kesehatan anak-anak mereka dan pekerjaan sehari-
hari mereka sendiri, seperti pengumpulan kayu bakar dan kualitas air. Sebaliknya, laki-laki keturunan Bantu
menilai investasi tersebut sebagian besar sesuai dengan peraturan. Ketika LSM lokal membahas hasil kuesioner
yang diisi oleh laki-laki keturunan Bantu dengan perempuan Masyarakat Adat, tanggapan mereka pada
dasarnya adalah, "Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan." Namun ketika staf LSM berbicara dengan
laki-laki keturunan Bantu tentang apa yang mereka pikirkan tentang perempuan Masyarakat Adat, laki-laki
tersebut dengan sangat akurat menggambarkan jawaban perempuan Masyarakat Adat, menunjukkan bahwa
mereka memang menyadari dampak tersebut.
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Strategi-strategi

» Pastikan perempuan hadir dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan potensi investasi atau proyek
pembangunan; pastikan perempuan hadir dalam rapat-rapat pengambilan keputusan penting.

> Beri kesempatan langsung kepada perempuan untuk berbicara (setidaknya sama banyaknya dengan
laki-laki) dan mintalah pandangan, ide, dan pendapat mereka. Fasilitator dapat mengamati ekspresi
wajah perempuan untuk mencari seseorang dengan pemikiran yang kuat (bahkan jika mereka tidak
mengangkat tangan) dan secara proaktif serta hormat meminta perempuan untuk berbicara. Fasilitasi
adalah sebuah seni: fasilitator rapat harus terlatih dengan baik dan terampil dalam memberikan
kesempatan kepada perempuan untuk berbicara dan membuat laki-laki mendengarkan, memahami,
mempertimbangkan, dan mengambil tindakan untuk menerapkan pendapat, kekhawatiran, dan
kontribusi perempuan.

> Pastikan perempuan memimpin dalam mengumpulkan dan berbagi keahlian dan pengetahuan
berbasis pengalaman mereka sendiri. Salah satu caranya adalah melalui kelompok diskusi: Di tengah
pertemuan, bagi peserta pertemuan menjadi kelompok diskusi yang terdiri dari laki-laki, perempuan,
pemuda (dan subkelompok lain yang sesuai) untuk membahas poin-poin penting. Kemudian, setiap
kelompok memilih juru bicara untuk melaporkan kembali hasil diskusi kelompok tersebut.

» Mendorong para perempuan untuk membentuk kelompok perempuan yang melakukan presentasi
kepada seluruh komunitas dalam pertemuan-pertemuan komunitas.

> lika perempuan lebih memilih seorang laki-laki untuk mewakili pandangan mereka dalam pertemuan
komunitas, dukung perempuan untuk sepenuhnya menyampaikan pandangan mereka kepada
perwakilan yang mereka pilih. Bekerja samalah dengannya untuk memastikan bahwa ia mewakili
gagasan perempuan dengan benar dan dengan cara yang dianggap serius oleh masyarakat luas.

Hambatan: Selama pertemuan, fasilitator tidak mengajukan pertanyaan yang tepat kepada
perempuan, atau bahkan tidak mengajukan pertanyaan sama sekali, sehingga
mengakibatkan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prioritas perempuan dan
bagaimana proyek tersebut akan berdampak pada kehidupan perempuan.

Memahami gambaran lengkap perspektif perempuan (termasuk semua ragam subkelompok) seputar
masalah tata kelola lahan secara umum dan keterlibatan masyarakat secara khusus membutuhkan
investigasi yang gigih dan cermat. Seringkali tidak cukup hanya mengajukan satu pertanyaan tentang suatu
topik dan mengharapkan jawaban yang lengkap; pertanyaan lanjutan (dibahas lebih lanjut dalam Kotak 3)
diperlukan.

Seringkali, kuesioner atau rangkaian pertanyaan diarahkan untuk menangkap status quo. Misalnya,
kuesioner tersebut hanya berupaya menangkap pemahaman dasar tentang apa yang terjadi pada saat
pertanyaan diajukan. Hal ini berisiko mempertahankan status quo yang mungkin sangat diskriminatif
terhadap perempuan. Selain itu, hal ini juga mengabaikan gagasan dan aspirasi perempuan tentang
bagaimana mereka menginginkan suatu situasi, sehingga kehilangan kesempatan penting untuk
pembangunan gender yang transformatif.

Lebih lanjut, ketika pertanyaan tidak didasarkan pada pemahaman konteks sosial, hukum, kelembagaan,
dan budaya yang lebih luas sebagai titik asal dari perempuan setempat berkegiatan, pertanyaan tersebut
berisiko melanggengkan pengucilan perempuan. Misalnya, sistem kepemilikan tanah berdasarkan adat
dapat menghalangi perempuan untuk memiliki tanah. Hal ini membuat para janda dan perempuan lain yang
tidak memiliki laki-laki dalam rumah tangga mereka menjadi sangat rentan. Jika kepemilikan adalah satu-
satunya pertanyaan yang diajukan, maka perempuan-perempuan yang terpinggirkan ini akan sepenuhnya
diabaikan.

Strategi-strategi
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> Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan pemahaman tentang adat istiadat setempat—
misalnya, menyelidiki siapa yang menggunakan suatu area tanah tertentu, bukan hanya siapa
pemiliknya. Bersikaplah sespesifik mungkin saat merumuskan pertanyaan.

» Ajukan pertanyaan lanjutan terhadap jawaban yang kurang jelas untuk mengetahui bagaimana
sebenarnya segala sesuatunya berjalan—misalnya, rumah tangga mana dan anggota rumah tangga
mana yang mengakses, menggunakan, mengambil keputusan tentang, dan memperoleh manfaat dari
lahan dan sumber daya berbasis lahan??® Mungkin ada gunanya untuk terus bertanya, “Apakah ada
orang lain [misalnya, kelompok nomaden] yang menggunakan lahan tersebut? Untuk apa mereka
menggunakannya?” sampai responden tidak memiliki hal lain untuk dikatakan. Lihat juga Kotak 3

» Ajukan pertanyaan yang bertujuan untuk memahami bagaimana topik yang dibahas (misalnya,
penggunaan sumber daya alam atau kekuasaan pengambilan keputusan) telah berkembang dari waktu
ke waktu di dalam komunitas (yaitu, bagaimana keadaannya dulu dibandingkan dengan bagaimana
keadaannya sekarang) dan apa yang diinginkan oleh berbagai subkelompok perempuan.

Contoh solusi di suatu negara

Sebuah perusahaan gula di sebuah negara Afrika sedang merancang proyek kesejahteraan sosial untuk
masyarakat setempat dan mengidentifikasi beberapa lahan yang kurang optimal untuk menanam makanan.?®
Pada prinsipnya, penggunaan lahan tersebut untuk proyek tersebut dapat bermanfaat bagi sebagian
masyarakat. Namun, hal itu akan sangat merugikan para perempuan yang sudah menggunakan lahan tersebut
untuk menanam makanan guna menopang kelangsungan hidup rumah tangga mereka. Baru setelah
pertanyaan lanjutan diajukan, para janda diidentifikasi sebagai pengguna utama (dan karenanya pihak yang
dirugikan) dan skema tersebut diubah.

Kotak 3: Pentingnya pertanyaan-pertanyaan lanjutan

Selama kegiatan komunitas sedang berlangsung, demi mengetahui jawaban sesungguhnya dari perspektif
seorang perempuan, perlu ditanyakan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Contoh, bisa gunakan skenario di
bawah ini:

Pewawancara: “Apakah lahan ini kosong?”
Tokoh laki-laki: “Ya.”

Seringkali, pertanyaan berhenti pada saat mendapatkan respons pertama. Namun, dengan bertanya lebih
lanjut dapat mengungkapkan informasi lain yang lebih lengkap:

Pewawancara: “Apakah lembaga pastoral menggunakan lahan ini?”

Tokoh laki-laki: “Tidak.”

Pewawancara: “Apakah ada yang menggembalakan ternaknya di lahan ini?”

Tokoh laki-laki: “Ya. Para perempuan di komunitas kami mengambil kayu bakar dan ubi jalar

dari lahan ini.”

Pewawancara: “Kepada para perempuan, untuk keperluan apa anda menggunakan kayu
bakar dan Women, what do you/they use the firewood and wild yams for?”

Janda X danY: “Kami menggunakan kayu bakar untuk menghangatkan rumah kami—untuk
kami jual—dan ubi adalah sumber makanan utama bagi kami dan anak-anak
kami.”

Pewawancara: “Apakah perempuan memiliki hak atas tanah terhadap lahan tempat mereka

mengambil sumber-sumber daya ini yang penting bagi keberlangsungan
hidup keluarganya?”

Tokoh laki-laki: “Tidak.”
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Dalam skenario tersebut, jika pewawancara tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, lahan yang
diklasifikasikan sebagai lahan kosong tetapi sebenarnya digunakan oleh perempuan masyarakat setempat
dapat dialokasikan untuk investasi, sehingga perempuan setempat kehilangan sumber bahan bakar dan
nutrisi penting bagi keluarga mereka. Dalam skenario tersebut, jika pewawancara tidak mengajukan
pertanyaan lebih lanjut, lahan yang diklasifikasikan sebagai lahan kosong tetapi sebenarnya digunakan oleh
perempuan masyarakat setempat dapat dialokasikan untuk investasi, sehingga perempuan setempat
kehilangan sumber bahan bakar dan nutrisi penting bagi keluarga mereka.

Staf proyek harus berupaya menganalisis pola penggunaan lahan dari beragam anggota komunitas dan
waspada terhadap berbagai pertanyaan lanjutan yang mungkin muncul secara alami selama pertemuan.
Beberapa pertanyaan ini dapat diantisipasi dan dimasukkan sebagai bagian dari daftar pertanyaan yang
akan diajukan selama keterlibatan komunitas.

Hambatan: Laki-laki membuat keputusan akhir atas nama komunitas.

Sekalipun perempuan hadir dalam rapat dan memiliki suara, ini tidak serta merta berarti bahwa laki-laki
akan membiarkan mereka membantu dalam pengambilan keputusan. Pengecualian ini bisa bersifat formal
atau de facto.

Pertama, badan kepemimpinan komunitas formal (seperti dewan tetua masyarakat) atau badan
pengelolaan lahan komunitas bisa saja seluruhnya terdiri dari laki-laki yang membuat keputusan
berdasarkan penilaian terbaik mereka sendiri, yang mungkin mempertimbangkan kepentingan perempuan
atau mungkin juga tidak.

Kedua, sebagai aturan atau asumsi de facto dalam pertemuan komunitas, setelah komunitas membahas
suatu masalah secara panjang lebar, para pemimpin laki-laki dan tetua laki-laki dapat mengambil
keputusan akhir. Dalam melakukannya, mereka mungkin tidak mempertimbangkan kekhawatiran dan
kepentingan perempuan. Dalam kasus seperti itu, meskipun perempuan telah berhasil hadir dalam
pertemuan dan telah berbicara serta berpartisipasi aktif dalam diskusi komunitas, keputusan akhir yang
dibuat mungkin bukan hasil yang mereka inginkan.

Pada akhirnya, pihak luar yang bersangkutan mungkin juga gagal mematuhi keputusan komunitas,
termasuk keputusan yang secara bermakna melibatkan suara perempuan.

Strategi-strategi

» Perubahan akan lebih efektif ketika laki-laki—terutama para tetua dan kepala suku—menjadi aliansi
bagi kaum perempuan. Bekerja samalah dengan kepala suku, tetua, dan pemimpin agama untuk
mendukung keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di masyarakat, dengan
membingkai keahlian dan kearifan perempuan sebagai manfaat bagi seluruh masyarakat. Lihat
Hambatan: Perempuan mungkin merasa bahwa mereka tidak dapat atau tidak seharusnya
menghadiri pertemuan tentang lahan untuk strategi -strategiyang diarahkan pada pengembangan
pengetahuan lokal tentang hak-hak perempuan.

Merencanakan kegiatan-kegiatan pelibatan

> Dukung masyarakat untuk menyusun rencana secara cermat tentang bagaimana mereka akan
mengambil keputusan terkait keterlibatan masyarakat, terutama selama proses konsultasi dan
negosiasi. Mendiskusikan semuanya terlebih dahulu dan buatlah rencana aksi umum yang dapat
membantu membuat pengambilan keputusan lebih adil dan inklusif. Diskusi ini dapat membahas hal-
hal berikut:

o Siapa yang berhak memutuskan apakah suatu investasi diterima atau tidak, dan bagaimana
investasi tersebut akan berinteraksi dengan masyarakat? Akankah semua warga, termasuk
perempuan, kaum muda, dan anggota kelompok marginal diberi kesempatan untuk
menyuarakan pendapat mereka dan didengarkan? Apa yang akan terjadi jika kelompok
minoritas sangat tidak setuju dengan mayoritas?
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o Bagaimana keputusan akan dibuat? Berapa persentase warga komunitas yang harus
menyetujui? Apakah baik perempuan dan laki-laki akan memiliki hak suara?

o Proses apa yang dapat diikuti masyarakat jika para pemimpin mereka atau tetua dan
pemimpin tertentu setuju untuk mengalokasikan sejumlah besar tanah kepada pihak luar
tanpa partisipasi dan persetujuan masyarakat? Strategi apa yang dapat dilakukan perempuan
jika para pemimpin laki-laki membuat keputusan yang merampas hak perempuan atau
menghambat akses mereka ke tanah yang mereka andalkan untuk memastikan kelangsungan
hidup keluarga mereka?

» lika relevan, dorong dan dukung perempuan untuk mencalonkan diri dalam peran kepemimpinan di
struktur tata kelola komunitas, dan berikan bimbingan dan pelatihan untuk mempersiapkan mereka
menghadapi peran tersebut.

» Mengidentifikasi dan mempromosikan contoh-contoh historis atau adat istiadat di mana
perempuan memiliki peran dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan lahan.
Mengungkit cerita tradisional atau praktik leluhur dapat membantu mengubah persepsi dan
mengingatkan kaum laki-laki bahwa kepemimpinan perempuan juga merupakan adat istiadat
tradisional.

Terlibat dengan pihak luar

» Mendukung diskusi di seluruh komunitas tentang siapa yang seharusnya berada dalam tim
negosiasi antara komunitas dan pihak luar. Tekankan bahwa perempuan memiliki keahlian dan
pengetahuan yang berbeda dari laki-laki, sebagai akibat dari pekerjaan mereka yang didominasi
perempuan, dan bahwa negosiasi apa pun akan tidak lengkap tanpa pengetahuan perempuan. Untuk
memilih orang yang tepat untuk melakukan hal ini, komunitas dapat mengadakan pertemuan besar
dan membahas pertanyaan-pertanyaan berikut:

o Akankah para tetua komunitas, pemimpin terpilih, atau tim negosiasi khusus yang terdiri dari
laki-laki, perempuan, pemuda, dan tetua yang dipilih secara khusus untuk peran tersebut
mewakili komunitas?

o Bagaimana tim negosiasi dapat mewakili semua kelompok pemangku kepentingan di
masyarakat, sehingga pendapat semua anggota masyarakat dapat dipertimbangkan?

o Kualitas, keterampilan, keahlian, dan pengetahuan apa yang harus dimiliki anggota tim untuk
memastikan perlindungan komprehensif terhadap kepentingan masyarakat?

» Mewajibkan agar informasi dan semua draf perjanjian yang dinegosiasikan dibagikan secara lisan
kepada seluruh komunitas dalam pertemuan komunitas yang dipublikasikan secara luas, serta
dalam bentuk tertulis, dan agar perempuan memiliki waktu untuk meninjau dan memahami
dokumen-dokumen ini sebelum keputusan dibuat.

» Mendukung perwakilan perempuan untuk menyampaikan prioritas perempuan ke dalam semua
keterlibatan dan kesepakatan komunitas.

» Mendukung perempuan untuk memilih pemimpin perempuan yang kuat dan berani yang dapat
berbicara atas nama mereka dalam semua pertemuan tata kelola komunitas dan selama interaksi
dengan pihak luar.

Catatan kaki untuk Alat 1 dapat dilihat di akhir dari alat ini secara keseluruhan.
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Alat 2. Daftar Periksa Perencanaan Keterlibatan Komunitas
yang Inklusif bagi Perempuan

Bagaimana menggunakan Alat 2

Alat ini merupakan bagian dari Alat Panduan untuk Meningkatkan Partisipasi Bermakna Perempuan dalam
Keterlibatan Komunitas. Informasi tentang penggunaan kata dan konteks dapat ditemukan di Pendahuluan
alat panduan tersebut.

Daftar periksa ini menjabarkan strategi-strategi yang diuraikan dalam Alat 1: Mengidentifikasi dan
Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Perempuan dalam Partisipasi yang Bermakna dalam Keterlibatan
Komunitas, dalam bentuk yang dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan. Daftar periksa ini dirancang untuk
membantu pengguna mengantisipasi dan mengatasi beberapa tantangan yang mungkin mereka hadapi
ketika berupaya mendapatkan partisipasi perempuan yang bermakna (kehadiran, suara, dan kekuasaan)
dalam keterlibatan komunitas.

Seperti yang dijelaskan dalam Pendahuluan perangkat ini, keterlibatan masyarakat dapat mengambil
berbagai bentuk di sepanjang siklus hidup investasi berbasis lahan. Sebagai ringkasan, jenis keterlibatan
masyarakat terkait investasi berbasis lahan yang mungkin bermanfaat bagi Alat 2 meliputi:

* Membangun hubungan yang berkelanjutan

¢ Peningkatan kapasitas, penyadaran, dan pendidikan

¢ Konsultasi

¢ Penilaian dampak dan kinerja sosial

* Negosiasi

¢ Pembuatan kesepakatan

® Permintaan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan
® Perancangan dan implementasi mekanisme pengaduan

Pertemuan kelompok formal (baik seluruh komunitas atau hanya untuk perempuan saja) adalah bentuk
keterlibatan komunitas yang sangat umum, tetapi ada banyak cara lain untuk berinteraksi dengan anggota
komunitas secara individual atau dalam kelompok yang lebih kecil, seperti percakapan dengan perempuan
saat mereka bekerja (misalnya saat mengambil air di sumur bor dan sumur alami), mengunjungi orang-
orang di rumah mereka, dan bertukar pesan teks atau audio melalui telepon. Pendekatan alternatif ini
dapat sangat membantu dalam mengatasi hambatan yang diuraikan dalam perangkat ini.

Alat 2 bertujuan untuk membuat strategi yang diuraikan dalam Alat 1 lebih mudah diterapkan dengan
memecahnya menjadi strategi yang dapat diterapkan pada semua kegiatan (termasuk pertemuan
kelompok) dan strategi yang lebih relevan dengan konteks pertemuan kelompok. Kategori-kategori ini tidak
tetap; ini hanyalah saran tentang cara mengatur konten. Menggunakan Alat 2 dalam bentuk dokumen Word
akan memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan alat tersebut dengan mengedit, menghapus,
mengatur, dan menambahkan strategi. Yang penting, daftar periksa ini tidak menjelaskan semua hal yang
harus dilakukan untuk memastikan partisipasi maksimal oleh perempuan; kami mendorong pengguna untuk
menggunakan daftar periksa ini sebagai titik awal untuk pemikiran kritis, kreatif, dan perencanaan mereka
sendiri.

Navigasi — Daftar periksa isi

Persiapan PrapeliDatan ..o e e e e e e e e e e e e e e e e s ra i rrraarrraaeeeeaaaannnrrnnes 30
1. Merencanakan dan mengangEarkan ..........couiiuuiiiiiiiiiiee ettt e e s e s 30
2. Melakukan kurasi tim dan membentuk @liansi.........cooooueiiiiiiiiiiii e 30
3. Memastikan tim memahami konteks SEtemMPat..........ccuueeiiiiiiiiiiiiiiieee e e 32
Seluruh Kegiatan PeIIDATAN .........cii i e e e e e e e e e e e e e r—r e e e e e e e e e e e anarrraaaaaaaans 32
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1. Berbagi informasi relevan dengan cara yang baiK............ooooeiiiiiiiiiiiiiic e 32

2. Memperluas kesadartahuan dan pemahaman komunitas akan hak-hak, keahlian dan kearifan
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Hak-hak perempuan........ccceeii e Error! Bookmark not defined.

3. Kumpulkan informasi dan masukan dari perempuan........cccccooeeerieeiiiieieeeeeeeeeeeee e e e e e 35

Penjadwalan dan pengorganisasian pertemuan seluruh komunitas...........ccccciiiiiiiiiiii e 36

1. Pilih waktu dan lokasi pertemuan yang dapat memastikan perempuan dapat hadir ............ccccvvveeeee.e. 36

2. Publikasikan pertemuan yang ada kepada perempuan dan buat strategi-strategi untuk memastikan

peremMpuan dapat NAGIr ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnrarraaaaaaaas 36
3. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dapat menghalangi perempuan untuk hadir
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Memfasilitasi pertemuan-pertemuan seluruh komunitas.........ccccceeeiniieiennnne Error! Bookmark not defined.

1. Memastikan perempuan bersuara dalam pertemuan dan bahwa masukan dari mereka ditanggapi
SECAIA SEIIUS weettruurruuuuiuaaaaaeeeaeeeeaaeaeeteetteaeessstsannaa e aaaeeeaaeeeaeeeeseeeseetessssssnnsnan i aaaeseeeeeeaaeeeereeneennssnnnnnn 38

2. Memastikan bahwa perempuan memainkan peranan aktif dalam proses-proses pengambilan
keputusan komunitas dan dalam pelibatan dengan pihak luar ........cccccceeiiiiicciici e, 38

Mendukung pertemuan-pertemuan khusus PEremMPUAN ...........eeiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e e e e e e e e e eaennaees 38

Persiapan prapelibatan

Berikut adalah strategi-strategi yang dapat membantu untuk dicoba diterapkan ke dalam seluruh jenis
pelibatan.

1.

O

2.

d

Merencanakan dan menganggarkan

Siapkan rencana dan perkiraan jangka waktu terkait keterlibatan komunitas Anda. Ingatlah bahwa agar
keterlibatan tersebut bermakna, Anda perlu membangun kepercayaan dan tidak terburu-buru. Alokasikan
waktu sebanyak mungkin untuk proses keterlibatan Anda.

Siapkan anggaran untuk menunjukkan bagaimana strategi yang akan Anda terapkan akan didanai. Ingatlah
untuk menyertakan pos anggaran untuk pembayaran anggota tim eksternal, seperti konsultan gender,
organisasi masyarakat sipil, narahubung setempat, dan lain-lain.

Melakukan kurasi pada tim dan membentuk aliansi

Dalam kolaborasi dengan komunitas, identifikasi dan bangun hubungan kerja dengan dua orang lokal
(seorang laki-laki dan seorang perempuan) yang bertanggung jawab untuk mendukung komunikasi tim
Anda dengan komunitas. Pertimbangkan dengan cermat siapa yang akan memainkan peran ini: Pilih
orang-orang yang jujur, dihormati, dan dipercaya oleh komunitas—terlepas dari status, latar belakang,
atau kelompok tempat orang-orang tersebut berada—serta reflektif dan bijaksana tentang budaya,
norma, dan dinamika komunitas. Mungkin yang terbaik adalah memilih individu yang mewakili berbagai
latar belakang sosial ekonomi, etnis, dan agama lokal untuk memastikan bahwa seluruh komunitas
merasa terwakili oleh mereka. Untuk menghargai waktu mereka, pertimbangkan untuk membayar
mereka dengan uang, pelatihan keterampilan, dan pulsa (kredit telepon seluler) dan dengan cara lain.

Tunjuklah seorang konsultan gender untuk tim penugasan. Konsultan tersebut akan bertanggung jawab
untuk membuat dan melaksanakan strategi gender, serta memastikan semua anggota tim terlibat dalam
strategi tersebut. Pilihlah seseorang yang memiliki pengalaman signifikan dalam bidang inklusivitas
gender di tingkat komunitas di wilayah tempat Anda akan bekerja. Jika memungkinkan, pilihlah seseorang
yang benar-benar memahami budaya dan Bahasa yang digunakan di daerah tersebut, serta nuansa
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kekuasaan dan pengecualian yang terjadi di tingkat desa. Konsultan harus diberi wewenang untuk
membuat keputusan yang relevan dan menerapkan tindakan yang diperlukan. Jika tidak ada anggaran
untuk konsultan gender, pertimbangkan untuk mempekerjakan anggota tim lapangan dengan pengalaman
dan pengetahuan ini dan jadikan ini salah satu tanggung jawabnya.

Mengidentifikasi dan membangun hubungan kerja (bila sesuai, dengan imbalan) dengan organisasi
masyarakat sipil lokal atau organisasi hak-hak perempuan yang relevan yang bekerja dengan perempuan
dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang dapat:

Memberikan wawasan, saran dan dukungan

Mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan

Memfasilitasi pertemuan, dan

Mengidentifikasi dan memobilisasi kelompok-kelompok dan jejaring perempuan yang relevan.

O O O O

Bekerjasamalah dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan
perempuan di komunitas, karena suami atau kerabat laki-laki lainnya cenderung menghormati dan
merasa lebih nyaman dengan pertemuan atau program yang melibatkan pemerintah.

Tekankan peran para pemimpin tradisional dan kepala suku, tetua, dan pemimpin agama sebagai
pelindung anggota masyarakat dan hak-hak, martabat, dan kesetaraan yang melekat pada semua orang,
memastikan bahwa pentingnya melindungi hak dan kepentingan perempuan dirumuskan dengan cara
yang menarik bagi para pemimpin dan menginspirasi mereka untuk membela hak-hak perempuan.

. Memastikan bahwa tim memahami konteks lokal

Mintalah saran dan bimbingan dari konsultan gender, pemandu lokal, dan organisasi hak-hak perempuan
mengenai cara terbaik untuk memahami dan menavigasi norma budaya lokal dan praktik tradisional yang
relevan dengan cara yang tidak secara tidak sengaja tidak menghormati norma dan praktik tersebut (dan

dengan demikian mengasingkan anggota komunitas) sambil tetap mengangkat suara perempuan. Hal ini

mungkin termasuk mendokumentasikan norma dan praktik tersebut agar terlihat oleh semua orang dan

memberikan dasar untuk mulai mengarahkan perubahan konkret dan partisipatif.

[0 Bersama dengan pemandu lokal dan konsultan gender, diskusikan dan buatlah daftar hal-hal yang bisa
menghalangi perempuan untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Hal ini dapat
mencakup mengungkap dan memahami prasangka masyarakat terkait perempuan, serta bagaimana
dinamika kekuasaan lokal dapat dipengaruhi oleh kebijakan, investasi, atau intervensi berbasis lahan
lainnya yang diusulkan.

O Mulailah mengembangkan pemahaman tentang dinamika kekuasaan yang mungkin dipengaruhi oleh
kebijakan atau investasi yang diusulkan dan pertimbangkan bagaimana dinamika tersebut dapat terwujud.

[0 Mintalah saran dari pemandu lokal, perwakilan komunitas, dan organisasi-organisasi terkait hak-hak
perempuan mengenai cara terbaik untuk mengatur struktur pertemuan agar keselamatan perempuan
tidak terancam. Tergantung pada konteksnya, mungkin akan bermanfaat untuk mengadakan pertemuan di
lokasi yang dirasa aman oleh perempuan. Pertemuan ini mungkin lebih aman jika hanya dihadiri
perempuan; dalam keadaan lain, mungkin lebih aman bagi perempuan untuk memilih laki-laki yang
dipercaya untuk hadir.

O Konsultasikan dengan kaum perempuan dan pemimpin perempuan setempat (mungkin dengan
mengunjungi mereka di tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi atau berkumpul, seperti di sumur air,
pasar, dan rumah) tentang apa yang mungkin menghalangi perempuan untuk menghadiri pertemuan atau
kegiatan lainnya dan cari tahu informasi, seperti:

o Hariapa, jam berapa dan lokasi-lokasi di mana perempuan kemungkinan besar berada?

o Minggu-minggu yang mana saja yang sebaiknya pertemuan tidak diadakan, karena bersamaan
dengan musim tanam atau peristiwa penting lainnya?

o Dengan cara apalagi tim fasilitasi dapat memudahkan atau menyingkirkan hambatan-hambatan
lainnya yang menghalangi kehadiran perempuan?

o Buatlah pemetaan terhadap jadwal-jadwal para perempuan secara hati-hati guna mengetahui kapan
waktu yang tepat (contohnya, setelah memasak sarapan, mengumpulkan kayu bakar, menimba air,
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dan sebelum menyiapkan makan malam). Jangan jadwalkan pertemuan komunitas selama masa
penanaman dan panen, keculai calon peserta perempuan telah menyetujui sebelumnya.

o Cari tahu dukungan apa saja yang dapat membantu perempuan untuk hadir di pertemuan, misalnya
penyediaan layanan penitipan anak, transportasi, dan makanan.

Mungkin akan lebih efektif untuk bertemu dengan perempuan lokal di tempat-tempat yang biasa mereka
kunjungi atau berkumpul, seperti di sumur air, pasar, atau rumah. Strategi yang sama dapat digunakan
sepanjang proyek untuk menanyakan kepada para perempuan setempat tentang pengalaman dan
keterlibatan mereka dalam proyek tersebut.

Seluruh pelibatan

Ini adalah strategi yang dapat bermanfaat untuk dicoba dalam semua jenis keterlibatan. Sebagai prasyarat
untuk semua keterlibatan, sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat dan tidak
terburu-buru. Sangat bermanfaat untuk membangun kepercayaan dengan para pemimpin masyarakat, baik
laki-laki maupun perempuan (termasuk para pemimpin yang mungkin tidak terpilih tetapi memegang
kepemimpinan dengan cara lain).

1. Berbagi informasi yang relevan dengan cara-cara yang tepat

Informasi apa yang relevan akan bergantung pada setiap konteks. Misalnya, informasi tersebut dapat berupa
detail tentang pertemuan seluruh komunitas atau pertemuan khusus perempuan yang direncanakan, informasi
yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, informasi tentang kebijakan atau proyek yang direncanakan
untuk menginformasikan komunitas secara umum, detail penilaian dampak, atau permintaan masukan, di
antara banyak jenis informasi lainnya.

O Terjemahkan informasi ke dalam bahasa setempat. Bekerja samalah dengan penerjemah dan juru bahasa
yang dapat Anda percayai, utamakan pilih penerjemah perempuan dan orang-orang yang memiliki
pemahaman mendalam tentang budaya lokal.

O  Umumkan detail pertemuan di program radio lokal yang didengarkan oleh perempuan. Mintalah stasiun
radio untuk menyediakan segmen singkat untuk membahas informasi yang relevan (misalnya, sesi tanya
jawab antara dua pembawa acara tentang prospek kesepakatan lahan).

Dorong komunikasi verbal dan dari mulut ke mulut di antara perempuan.

Jika ada, gunakan media sosial lokal yang disukai untuk menargetkan perempuan yang melek huruf dan
memiliki perangkat (menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Signal, Telegram, dan Messenger).

[0 Desain brosur dan selebaran lainnya dengan teks sederhana menggunakan ukuran font besar, disertai
gambar penjelasan dan alat bantu visual lainnya.

O Tempelkan selebaran berisi informasi di tempat-tempat di mana perempuan berkumpul, seperti sumur
bor air, sumur alami, dan pasar, serta berbagai tempat berkumpul masyarakat (seperti gereja, masjid,
sekolah, pusat layanan kesehatan/klinik). Pastikan selebaran tersebut mencantumkan detail penting.
Misalnya, jika selebaran tersebut berkaitan dengan pertemuan yang direncanakan, sertakan detail tempat
pertemuan, waktu, topik yang akan dibahas, dan pengaturan praktis apa (seperti penitipan anak) yang
akan dilakukan agar perempuan dapat hadir.

[0  Atur agar para pemimpin atau penggerak komunitas mengunjungi rumah-rumah warga, menyampaikan
informasi secara lisan tentang pertemuan tersebut dan hal-hal lain yang relevan, menekankan perlunya
partisipasi aktif perempuan, dan secara proaktif meminta perempuan untuk hadir.

O Mewajibkan agar informasi dan semua draf perjanjian yang dinegosiasikan disebarkan secara lisan kepada
seluruh komunitas dalam pertemuan komunitas yang dipublikasikan secara luas, serta dalam bentuk
tertulis, dan agar perempuan memiliki waktu untuk meninjau dan memahami dokumen-dokumen ini
sebelum keputusan dibuat.
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O

Berikan dukungan teknologi jika diperlukan. Ini mungkin termasuk menyediakan akses ke komputer
dengan koneksi internet atau ponsel pintar untuk meninjau informasi relevan yang mungkin hanya
tersedia secara daring.

2. Meningkatkan kesadartahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak,
keahlian, dan kearifan perempuan.

Ini bisa terjadi di pertemuan-pertemuan seluruh komunitas atau dalam forum-forum yang bersifat lebih privat.

O

Selenggarakan pertemuan khusus kaum laki-laki sedini mungkin untuk membahas isu-isu gender secara
spesifik dengan mereka dan menciptakan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan persepsi,
kekhawatiran, dan pandangan mereka. Hal ini dapat membantu mencegah kesalahpahaman yang dapat
menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi
tokoh-tokoh laki-laki yang turut memperjuangkan agenda gender.

Keahlian dan kearifan perempuan

O

O

Temukan cara untuk menampilkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh kaum perempuan. Hal ini
dapat dilakukan dengan mengajak komunitas untuk bertukar pikiran dan membuat daftar semua sumber
daya alam yang dikumpulkan dan dimanfaatkan oleh komunitas, menyoroti bagaimana laki-laki dan
perempuan memiliki pengetahuan yang berbeda namun saling melengkapi, dikarenakan oleh tanggung
jawab gender mereka,. Alternatifnya, akan bermanfaat untuk mendukung perempuan dalam memetakan
keanekaragaman hayati lokal secara komprehensif dan membuat daftar makanan dan obat-obatan yang
mereka kumpulkan dan gunakan, kemudian membagikan daftar tersebut kepada seluruh komunitas.

Buatlah ilustrasi tentang nilai sebenarnya dari pekerjaan perempuan dengan memberikan nilai moneter
pada daftar sumber daya alam yang dikumpulkan oleh perempuan dari hutan, daerah aliran sungai, dan
area penggembalaan ternak. Latihan penilaian sederhana dapat menunjukkan kontribusi perempuan
terhadap rumah tangga serta nilai sumber daya alam yang ditemukan di area umum dan tersedia bagi
anggota masyarakat.V

Tunjukkan wawasan dan keahlian ini dan perlihatkan kepada laki-laki melalui contoh (jangan menguliahi
atau memerintah ) tentang bagaimana perempuan memiliki kearifan penting terkait lahan dan sumber
daya alam yang mungkin tidak diketahui laki-laki, sebagai akibat dari tugas-tugas terkait mata pencaharian
yang berbeda berdasarkan gender. Misalnya, staf proyek dapat:

o Memimpin sesi curah pendapat di mana laki-laki secara sukarela memberikan gagasan tentang
bagaimana ibu, nenek, bibi, dan saudara perempuan mereka menggunakan lahan untuk mendukung
kesejahteraan keluarga dan menjaga ekosistem agar tetap berkembang.

o Mendukung penjelasan lisan atau kunjungan temu muka yang dilakukan perempuan (bila perlu) di
mana obat-obatan yang diperlukan dapat dikumpulkan, jerami tumbuh dan harus dilindungi,
makanan liar dicari, perempuan melakukan ritual budaya atau spiritual yang penting, air
dikumpulkan, pakaian dicuci, dan sebagainya

Bantulah kaum laki-laki untuk memahami bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan perempuan sangat
penting untuk memahami gambaran lengkap tentang konteks, dampak, dan implikasi jangka panjang dari
investasi berbasis lahan.

Hak-hak perempuan

O

Jelaskan kepada seluruh komunitas bagaimana perempuan akan secara langsung terdampak oleh
masalah-masalah yang akan dibahas. Jelaskan bahwa suara perempuan itu penting dan bagaimana pokok-
pokok bahasan dari kegiatan tersebut akan memengaruhi kehidupan mereka, oleh karena itu mereka
perlu bergabung dalam kegiatan komunitas.

Bantulah para laki-laki dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk memahami bahwa seluruh
komunitas akan mendapat manfaat dengan memenuhi kebutuhan perempuan dan kelompok marginal

v For a an explanation of how to undertake a valuation exercise See Knight, Vogelsang, and Brinkhurst, Valuation of
Community Lands and Natural Resources.
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secara umum dan dalam konteks proyek investasi. Misalnya, staf proyek dapat memeragakan dua
skenario: satu di mana wawasan perempuan diabaikan dan kemudian masalah muncul, dan yang lainnya
adalah di mana pengetahuan perempuan memberikan masukan pada desain dan implementasi proyek
dan hasilnya lebih baik untuk semua. Skenario-skenario ini dapat dibangun di dalam:

o

Pengetahuan yang unik tentang lahan yang dimaksud (misalnya, perempuan yang memanfaatkan
lahan marginal tersebut mengetahui bahwa curah hujan di lokasi tersebut lebih sedikit sehingga
tanaman komoditas dengan kebutuhan air yang tinggi tidak akan dapat bertahan hidup hanya
dengan air hujan)

Solusi dan ide-ide yang berwawasan ke depan (misalnya, mereka dapat menyarankan tanaman yang
tumbuh subur di sana dan pengguna spesifik lahan tersebut dapat dipekerjakan untuk mengelola
pekerjaan di lokasi tersebut, yang akan menghasilkan hasil lebih tinggi), dan

Masalah-masalah yang berpotensi muncul di masa depan dan dampak negatif jika dilakukan
pemecahan masalah untuk pencegahan proaktif (misalnya, jika lahan dibuka di kawasan yang di
mana ada tanaman obat penting, perempuan tersebut tidak akan mampu mengobati penyakit yang
umum di masyarakat; namun jika kawasan tertentu tetap dilestarikan dan perempuan tersebut
masih dapat mengaksesnya, maka investasi dan kebutuhan obat masyarakat akan terpenuhi)

[0 Atasi kekhawatiran kaum laki-laki bahwa penguatan hak-hak perempuan akan mengurangi kekuasaan
mereka. Mobilisasi kaum laki-laki untuk menjadi pendukung kesetaraan gender dengan mengembangkan
pemahaman mereka:

o

Bahwa dengan memberdayakan perempuan dan anak perempuan juga berarti memberdayakan laki-
laki (bekerja dengan kaum muda—Iaki-laki muda—mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik
dan lebih cepat karena mereka mungkin lebih terpapar dan terbuka terhadap perubahan budaya).
Bahwa keseimbangan kekuasaan bukanlah antara laki-laki dan perempuan, tetapi bagaimana suatu
komunitas dapat berada dalam posisi terkuat secara keseluruhan untuk terlibat dan bernegosiasi
dengan pihak luar. Laki-laki dan perempuan akan mendapat manfaat jika perempuan juga diberi
tempat di meja perundingan: pengetahuan dan keahlian perempuan akan melengkapi pengetahuan
dan keahlian laki-laki, memungkinkan komunitas secara keseluruhan untuk memanfaatkan gabungan
kebijaksanaan dan kekuatan tersebut untuk hasil yang lebih baik.

Mengenai hubungan antara keamanan kepemilikan lahan bagi perempuan, peningkatan pendapatan
rumah tangga, dan hasil yang lebih baik bagi anak-anak dan anggota masyarakat

Tentang manfaat dari mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perencanaan
proyek dan pengurangan risiko

Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti:

O O O O

Pertemuan dengan para pemimpin adat

Agenda khusus dalam pertemuan komunitas umum

Pertemuan formal khusus laki-laki termasuk pemuda, dan

Diskusi informal dengan para laki-laki di tempat-tempat mereka biasa menghabiskan waktu

Berbagai pendekatan bisa bermanfaat, seperti:

Menunjukkan hal ini melalui kegiatan pemetaan dan penilaian, dan

Menemukan pemimpin yang simpatik dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya secara sosial (seperti
tokoh olahraga dan budaya) dan mendorong mereka untuk mengambil peran kepemimpinan dalam
mendidik laki-laki dan anak laki-laki lainnya.

Jika ada, buatlah daftar undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang mendorong kesetaraan

gender dan bandingkan dengan norma-norma adat yang mendiskriminasi perempuan. Latihan ini dapat
menjadi bagian dari sesi literasi hukum yang harus diselenggarakan untuk masyarakat guna membahas
tata kelola lahan dan hak asasi manusia lingkungan dalam konteks investasi berbasis lahan. Jika bisa
dilakukan, bekerja samalah dengan para pemimpin dan anggota masyarakat untuk mengatasi konflik
antara hukum adat dan hukum nasional serta internasional, dan ciptakan peluang dinamis bagi
masyarakat untuk secara kritis merefleksikan tradisi mereka dan menyesuaikannya agar berkembang
sesuai dengan konteks saat ini.
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d

Identifikasi dan promosikan contoh-contoh historis atau adat di mana perempuan memiliki peran dalam
posisi kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan lahan. Di banyak budaya, pengambilan
keputusan dan kepemimpinan komunitas lebih setara dalam hal gender sebelum penjajahan. Mengungkit
cerita tradisional atau praktik leluhur dapat membantu mengubah persepsi dan mengingatkan laki-laki
bahwa kepemimpinan perempuan juga merupakan adat tradisional.

Ajarkan seluruh komunitas tentang hak-hak perempuan (lihat Alat 3). Termasuk pelatihan yang
ditargetkan untuk laki-laki agar memahami tentang mengapa kehadiran, suara, dan kekuatan perempuan
dalam pertemuan komunitas itu penting dan mengapa mereka harus mengajak perempuan di rumah dan
lingkungan sekitar mereka untuk hadir di pertemuan komunitas. Alih-alih ceramah, carilah pendekatan
partisipatif dan interaktif yang dimulai dengan apa yang sudah diketahui komunitas tentang hak-hak
perempuan, dan bangun pengetahuan serta kesadaran dari sana.

Bekerja sama dengan sekolah dan program kepemudaan untuk menanamkan sikap kesetaraan gender
pada generasi mendatang, memastikan bergulirnya transformasi jangka panjang.

3. Kumpulkan informasi dan masukan-masukan dari perempuan

O

Bersikaplah kreatif dalam mengumpulkan masukan dan umpan balik dari perempuan, terutama Ketika
dinilai tidak aman bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan komunitas atau kegiatan
lainnya. Staf perempuan dalam proyek yang bersangkutan dapat:

o Menghubungi perempuan setempat untuk meminta masukan mereka melalui telepon

o Mengunjungi perempuan di rumah untuk percakapan pribadi satu lawan satu

o Bertemu perempuan di tempat mereka bekerja (misalnya, tempat mereka mengambil air, mencuci
pakaian, menjual hasil pertanian)

o Merekam atau menerima rekaman audio anonim

o Menggunakan cara lain untuk mengumpulkan informasi dan umpan balik, seperti pesan teks atau
pesan melalui media sosial (seperti WhatsApp, Signal, Telegram, Messenger), dengan
mempertimbangkan keamanan digital dan platform terenkripsi (seperti Telegram atau Signal), dan

o mendukung perwakilan komunitas untuk mengumpulkan umpan balik dari perempuan secara
individual
Mengumpulkan masukan dari para wanita (secara anonim) ke dalam dokumen singkat atau brosur bisa
menjadi sesuatu yang berguna agar dapat dibagikan lebih luas, misalnya kepada pejabat pemerintah atau
perwakilan dari calon investor.

Mendukung perwakilan perempuan untuk menyampaikan prioritas perempuan ke dalam semua
keterlibatan dan kesepakatan komunitas.

Mengidentifikasi dan mendorong adanya panutan yang relevan secara kontekstual serta perempuan
inspiratif untuk menyebarkan informasi dan mendorong perempuan lain untuk terlibat.

Berikan perhatian dan dukungan kepada perempuan yang mungkin berada di lingkungan keluarga yang
lebih kondusif untuk menghadiri pertemuan sebagai duta kesetaraan gender atau bahkan mewakili
mereka yang mungkin tidak dapat hadir.

Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan pemahaman tentang adat istiadat setempat,
misalnya, menyelidiki siapa yang menggunakan area tanah tertentu, bukan hanya siapa pemiliknya.
Rumuskan pertanyaan sespesifik mungkin.

Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk memahami bagaimana topik yang dibahas
(misalnya, penggunaan sumber daya alam atau kekuasaan pengambilan keputusan) telah berkembang
dari waktu ke waktu di dalam komunitas (yaitu, bagaimana keadaannya dulu dibandingkan dengan
keadaannya sekarang) dan apa yang diinginkan oleh berbagai subkelompok perempuan.

Ajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan (lihat kiat-kiat di Kotak 3 pada Alat 1) untuk jawaban yang kurang
jelas guna mengetahui bagaimana sebenarnya kegiatan biasa berjalan. Misalnya, rumah tangga mana dan
anggota rumah tangga mana yang mengakses, menggunakan lahan yang dimaksud, mengambil keputusan
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tentang lahan tersebut, dan mendapatkan manfaat darinya dan sumber daya berbasis lahan? Mungkin
juga berguna jika bisa terus bertanya, “Apakah ada orang lain (seperti kelompok nomaden) yang
menggunakan lahan tersebut? Untuk apa mereka menggunakannya?” sampai responden tidak memiliki
hal lain untuk dikatakan.

Menjadwalkan dan mengatur pertemuan seluruh komunitas.

Berikut adalah strategi-strategi yang dapat sangat membantu saat mengadakan pertemuan kelompok.

1. Pilih waktu dan lokasi pertemuan untuk memastikan bahwa perempuan
dapat menghadirinya.

O

O

Jadwalkan pertemuan pada hari dan waktu yang sesuai dengan rutinitas kerja perempuan untuk
memastikan bahwa perempuan lebih dimudahkan untuk menghadirinya.

Selenggarakan pertemuan di dekat tempat tinggal masyarakat setempat. Pilih tempat pertemuan yang
sentral dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat (dari segi jarak, tetapi juga yang tidak bersifat
eksklusif, seperti gereja atau masjid; atau sebagian anggota masyarakat dapat merasa terasing di markas
besar politik). Pertemuan di luar ruangan mungkin yang terbaik, asalkan ada cukup tempat teduh dan
tempat duduk yang sesuai.

2. Publikasikan pertemuan tersebut kepada kaum perempuan dan terapkan
strategi yang memastikan kehadiran perempuan dari berbagai latar belakang.

O

O

Anjurkan para perempuan untuk mengajak teman-teman mereka ke pertemuan-pertemuan yang akan
diadakan.

Mintalah para suami untuk membawa istri dan anggota keluarga perempuan lainnya bersama mereka ke
pertemuan.

Kembangkan jejaring yang sudah ada atau kelompok-kelompok perempuan yang sudah terbentuk
sebelumnya, seperti kelompok bercocok tanam pohon dan kelompok kredit mikro.

Jika memungkinkan, adakan sesi-sesi selanjutnya yang dipandu oleh perempuan untuk perempuan (dan
sesi terpisah untuk kelompok-kelompok marginal lainnya) (lihat di bawah), tetapi pertama-tama adakan
juga sesi dengan laki-laki agar mereka memahami alasannya. Pertimbangkan untuk melakukannya melalui
organisasi lokal atau komunitas yang terpercaya.

Sadari bahwa perempuan mungkin saja memiliki pandangan yang berbeda-beda tergantung pada faktor-
faktor seperti tingkat kekayaan atau kemiskinan, pendidikan, dan latar belakang mereka—dan pastikan
bahwa perempuan dari berbagai latar belakang ikut serta, termasuk perempuan penyandang disabilitas,
perempuan migran, dan perempuan dari kelompok etnis atau minoritas lainnya.

Pastikan bahwa bukan hanya perempuan yang sudah menikah yang hadir atau terwakili dalam
pertemuan—wajibkan kehadiran dari atau atas nama janda, perempuan lajang, perempuan penyandang
disabilitas, perempuan migran, dan perempuan dari kelompok etnis atau minoritas lainnya.

Mendukung masyarakat dalam memutuskan apakah akan menetapkan kuota dan persyaratan kuorum
sendiri untuk perempuan dan kelompok marginal (misalnya, kaum muda, peternak, penyandang
disabilitas, migran, anggota kelompok etnis atau suku minoritas, dan keluarga miskin).

3. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin menghalangi
perempuan untuk hadir.

d

d

Hindari menjadwalkan pertemuan saat wanita sedang menyiapkan makanan keluarga dan saat waktu
makan.

Sediakan dukungan yang memungkinkan perempuan untuk dapat menghadiri pertemuan, seperti
menyediakan fasilitas penitipan anak di tempat pertemuan.
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Identifikasi perempuan yang memilliki kebutuhan khusus (seperti penyandang disabilitas atau mereka
yang memiliki tanggung jawab rumah tangga tambahan), dan berikan dukungan untuk memastikan
keterlibatan mereka dalam pertemuan. Ini mungkin termasuk mengatur transportasi untuk perempuan
yang tinggal jauh dari tempat pertemuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Ini juga dapat melibatkan
intervensi lain seperti penerjemahan bahasa isyarat dan penggunaan mikrofon serta pengeras suara.

Mintalah saran dan bimbingan dari konsultan gender, pemandu lokal, dan organisasi hak-hak perempuan
untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi perempuan (baik karena kekerasan berbasis gender,
konflik, atau militerisasi) jika mereka ingin berpartisipasi dalam pertemuan atau terlibat, menyampaikan
pendapat, dan sekadar menegaskan kekuasaan mereka.

Ambil langkah-langkah untuk melindungi keselamatan perempuan secara proaktif. Misalnya,
pertimbangkan keamanan terkait opsi-opsi transportasi lokal, dan sarankan untuk bepergian dengan
seorang teman lainnya guna mengantisipasi situasi-situasi yang berpotensi tidak aman. Mungkin perlu
untuk menetapkan proses untuk mengidentifikasi kapan perempuan berisiko mengalami kekerasan dan
membentuk mekanisme respons dan pengaduan yang sesuai, tidak hanya untuk partisipasi dalam
pertemuan dan kegiatan lainnya, tetapi juga untuk dampak dari keputusan yang dibuat. Perlu dicatat
bahwa tindakan pencegahan membutuhkan waktu dan sebaiknya dilakukan oleh para ahli (seperti LSM)
yang dipekerjakan oleh tim yang terlibat.

Bekerja sama dengan para pemimpin adat dan pemerintah setempat untuk memastikan bahwa
perempuan-perempuan yang menghadiri pertemuan dan menyuarakan pendapat dilindungi dari
kekerasan dan intimidasi.

Dengan dukungan dari pemandu lokal, konsultan, dan organisasi perempuan, diskusikan strategi-strategi
yang sesuai dengan kondisi setempat guna memastikan bahwa perempuan dapat hadir dalam jumlah
besar di berbagai kegiatan. Dalam melakukannya, pertimbangkan pula interseksionalitas dan kendala
kelangkaan sumber daya, dan pastikan untuk memahami jenis perempuan mana yang dilibatkan dan jenis
perempuan mana yang dikecualikan (misalnya, karena kelas atau etnis). Pastikan Anda mengambil
langkah-langkah untuk menyertakan dan melibatkan semua warga komunitas.

Memfasilitasi pertemuan seluruh komunitas.

1. Pastikan perempuan diberi kesempatan berbicara dalam rapat dan masukan
mereka ditanggapi dengan serius.

O

O

Buat agenda tetap yang membuka kesempatan kepada perempuan dan kelompok marginal untuk
menyampaikan kekhawatiran dan berbagi gagasan mereka.

Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi yang hanya diketahui oleh kaum perempuan,
sehingga memerlukan partisipasi verbal perempuan dan menunjukkan pengetahuan serta keahlian
mereka.

Pastikan perempuan yang memimpin dalam mengumpulkan dan berbagi keahlian dan pengetahuan
berbasis pengalaman mereka sendiri. Salah satu caranya adalah melalui kelompok diskusi: di tengah
pertemuan, bagi peserta pertemuan menjadi kelompok diskusi yang terdiri dari laki-laki, perempuan,
pemuda (dan subkelompok lain yang sesuai) untuk membahas poin-poin penting. Kemudian, setiap
kelompok memilih juru bicara untuk melaporkan kembali hasil diskusi kelompok tersebut.

Panggil perempuan untuk berbicara setidaknya sebanyak laki-laki. Fasilitator dapat mengamati ekspresi
wajah perempuan untuk mencari pendapat yang kuat (bahkan jika mereka tidak mengangkat tangan) dan
secara proaktif serta hormat meminta perempuan untuk berbicara. Fasilitasi adalah sebuah seni:
Fasilitator dalam rapat harus terlatih dengan baik dan terampil dalam memberikan kesempatan kepada
perempuan untuk berbicara dan membuat laki-laki mendengarkan, memahami, mempertimbangkan, dan
mengambil tindakan untuk menerapkan pendapat, kekhawatiran, dan kontribusi perempuan.

Jika perempuan lebih memilih seorang laki-laki untuk mewakili pandangan mereka dalam pertemuan
komunitas, maka dukunglah perempuan untuk sepenuhnya menyampaikan pandangan mereka kepada
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perwakilan yang mereka pilih. Bekerja samalah dengannya untuk memastikan bahwa ia mewakili gagasan
perempuan dengan benar dan dengan cara yang dianggap serius oleh masyarakat luas.

2. Pastikan perempuan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan
komunitas dan keterlibatan dengan pihak luar.

O

O

Bekerja sama dengan kepala suku, tetua adat, dan pemimpin agama agar mereka dapat turut mendukung
keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di masyarakat, dengan membingkai keahlian dan
kearifan perempuan sebagai manfaat bagi seluruh komunitas.

Saat pengambilan keputusan dalam pertemuan komunitas, perhatikan dengan saksama apakah
perspektif, keahlian, minat, kekhawatiran, dan saran dari para perempuan telah didengar,
dipertimbangkan, dan dimasukkan ke dalam keputusan dan rencana yang dihasilkan.

Dukung komunitas untuk menyusun rencana dengan cermat tentang bagaimana mereka akan mengambil
keputusan terkait dengan keterlibatan komunitas, terutama selama proses konsultasi dan negosiasi.
Mendiskusikan semuanya terlebih dahulu dan menghasilkan rencana aksi umum dapat membantu
membuat pengambilan keputusan lebih adil dan inklusif. Diskusi ini dapat membahas hal-hal berikut:

o Siapayang berhak memutuskan apakah suatu investasi atau proyek diterima, dan bagaimana
interaksinya dengan masyarakat? Akankah semua warga, termasuk perempuan, kaum muda, dan
anggota kelompok marginal diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dan
didengarkan? Apa yang akan terjadi jika kelompok minoritas tidak sepakat dengan kelompok
mayoritas?

o Bagaimana keputusan akan dibuat? Berapa persentase warga komunitas yang harus setuju?
Apakah perempuan dan laki-laki akan memiliki hak suara?

o Proses apa yang dapat diikuti masyarakat jika para pemimpin mereka atau tetua adat dan
pemimpin tertentu lainnya setuju untuk mengalokasikan sejumlah besar tanah kepada pihak luar
tanpa partisipasi dan persetujuan masyarakat? Strategi apa yang dapat dilakukan perempuan jika
para pemimpin laki-laki membuat keputusan yang merampas hak perempuan atau menghambat
akses mereka ke tanah yang mereka andalkan untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga
mereka?

Dukung dilakukannya diskusi-diskusi di seluruh komunitas tentang siapa yang seharusnya berada dalam
tim negosiasi antara komunitas dan pihak luar. Tekankan bahwa perempuan memiliki keahlian dan
pengetahuan yang berbeda dari laki-laki sebagai akibat dari pekerjaan mereka yang didominasi
perempuan, dan bantu anggota komunitas memahami bahwa negosiasi apa pun akan tidak lengkap tanpa
pengetahuan perempuan. Untuk memilih orang yang tepat untuk melakukan ini, komunitas dapat
mengadakan pertemuan besar dan membahas pertanyaan-pertanyaan berikut:

o Akankah para tetua masyarakat, pemimpin terpilih, atau tim negosiasi khusus yang terdiri dari
laki-laki, perempuan, pemuda, dan tetua yang dipilih secara khusus untuk peran tersebut
mewakili komunitas?

o Bagaimana tim negosiasi dapat mewakili semua kelompok pemangku kepentingan di masyarakat,
sehingga pendapat semua anggota masyarakat dapat dipertimbangkan?

o Kualitas, keterampilan, keahlian, dan pengetahuan apa yang harus dimiliki anggota tim untuk
memastikan perlindungan komprehensif terhadap kepentingan masyarakat?

Dukung komunitas untuk melakukan segala upaya guna memastikan para pemimpin tidak mengadakan
pertemuan pribadi dan rahasia dengan investor. Adakan diskusi komunitas terbuka mengenai masalah ini
yang dirancang untuk membantu komunitas bertukar pikiran tentang strategi untuk meminta
pertanggungjawaban para pemimpin dalam negosiasi publik.

Dukung kaum perempuan untuk memilih pemimpin perempuan yang kuat yang dapat berbicara atas
nama mereka dalam semua pertemuan tata kelola komunitas dan selama interaksi dengan pihak luar.

Mendukung pertemuan khusus perempuan

Ciptakan ruang khusus perempuan di mana mereka dapat dengan bebas mendiskusikan masalah, membangun
kepercayaan diri, dan menyusun strategi, baik bersamaan dengan atau sebagai alternatif dari pertemuan dan
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dialog campuran gender. Dalam pertemuan ini, fasilitator dapat 1) mengumpulkan lebih banyak informasi
tentang masalah, ide, dan refleksi perempuan, dan 2) mendukung perempuan untuk berbicara lebih efektif
dalam pertemuan seluruh komunitas. Pada intinya, pertemuan ini dapat menjadi forum untuk memberdayakan
dan mempersiapkan perempuan untuk memperjuangkan diri mereka sendiri sebagai sebuah kelompok.

O Adakan pertemuan di mana perempuan bertemu dan berkumpul secara informal.

O Berikan pelatihan kepada para perempuan tentang hak-hak mereka—baik hak substantif maupun hak
mereka untuk berperan aktif dalam tata kelola komunitas—dan informasi relevan terkait investasi.
Pelatihan tersebut dapat mencakup hukum dan peraturan nasional serta kerangka hukum internasional
yang melindungi hak perempuan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan komunitas.

[0 Berikan pelatihan dan bimbingan yang dirancang untuk mendukung perempuan agar 1) dapat berbicara
secara efektif dalam rapat, 2) terlibat secara percaya diri dalam diskusi ekonomi dan keuangan terkait
transaksi tanah, dan 3) memahami faktor risiko investasi dan mengadvokasi taktik pengurangan risiko.

[0 Dorong perempuan untuk membentuk kelompok perempuan yang menyampaikan presentasi kepada
seluruh komunitas dalam pertemuan-pertemuan komunitas. Dukung perempuan untuk memilih
perwakilan yang merasa nyaman berbicara atas nama mereka selama pertemuan yang dihadiri oleh laki-
laki dan perempuan.

[0 Dorong dan dukung perempuan untuk maju dalam pemilihan untuk peran kepemimpinan dalam struktur
tata kelola komunitas, serta menyediakan bimbingan dan pelatihan untuk mempersiapkan mereka
menghadapi peran tersebut.
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Alat 3. Sumber Hukum dan Praktik Baik untuk Inklusi
Perempuan dalam Keterlibatan Komunitas

Bagaimana menggunakan Alat 3

Alat ini merupakan bagian dari Alat Panduan untuk Meningkatkan Partisipasi Bermakna Perempuan dalam
Keterlibatan Komunitas nhancing .Y Informasi tentang penggunaan kata dan konteks dapat ditemukan di
bagian Pendahuluan perangkat panduan tersebut. Alat 3 dapat digunakan sebagai titik acuan untuk upaya
advokasi yang mendukung partisipasi bermakna perempuan dalam keterlibatan komunitas.

Kewajiban / Aksi / Prinsip Sumber atau Contoh

Undang-undang internasional & regional & praktik baik
harus menghormati, melindungi, dan e Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948),

memenuhi hak asasi manusia termasuk hak
untuk mengakses informasi.

Pemerintah harus menghormati, melindungi,
dan memenuhi hak-hak perempuan seperti
kesetaraan gender dan penghapusan segala
bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Masyarakat Adat dan Suku memiliki hak untuk
berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan,
dan konservasi sumber daya alam yang
berkaitan dengan tanah mereka. Dalam kasus di
mana Negara mempertahankan kepemilikan
sumber daya mineral atau bawah permukaan
atau hak atas sumber daya lain yang berkaitan
dengan tanah, pemerintah harus menetapkan
atau memelihara prosedur untuk berkonsultasi
dengan masyarakat ini, dengan tujuan untuk
memastikan apakah dan sejauh mana
kepentingan mereka akan dirugikan sebelum
melakukan atau mengizinkan program untuk
eksplorasi atau eksploitasi sumber daya
tersebut yang berkaitan dengan tanah mereka.
Apabila relokasi Masyarakat Adat dan Suku
dianggap perlu, relokasi tersebut hanya boleh
dilakukan dengan persetujuan yang bebas dan
berdasarkan informasi.

Perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi di
semua tingkatan pengambilan keputusan, dan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan
pedesaan serta memperoleh manfaat darinya
dan untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan
masyarakat.

Pembukaan dan pasal 2, 7 dan 19

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
(1966), pasal 2(1), 3 dan 19(2)

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (1966), pasal 2(2) dan 3

Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-hak
Rakyat (1981) (ACHPR), pasal 9.1 dan 18.3

Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (1969),
pasal 1.1 dan 13.1

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (1979)

Konvensi International Labour Organization (ILO)
tentang Konvensi Masyarakat Adat dan Suku (1989)
(ILO 169), pasal 15 dan 16.2

o Protokol ACHPR tentang Hak-hak Perempuan di Afrika

(2003), pasal I1X.2 dan XIX.b — termasuk perempuan
dengan disabilitas (pasal XXIIl.a)

o CEDAW, pasal 14.2(f)

Y Toolkit landing page: https://ccsi.columbia.edu/content/women_participation_toolkit.
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Kewajiban / Aksi / Prinsip Sumber atau Contoh

Pemerintah harus mengakui hak kolektif
perempuan adat atas tanah adat mereka dan
mensyaratkan Persetujuan Atas Dasar Informasi
di Awal Tanpa Paksaan sebelum mengizinkan
proyek ekonomi, pembangunan, dan
pertambangan di tanah dan wilayah mereka
serta yang memengaruhi sumber daya alam
mereka.

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa
Paksaan diperlukan dalam kasus relokasi
Masyarakat Adat dari tanah mereka; sebelum
mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah
legislatif atau administratif yang dapat
memengaruhi mereka; dan sebelum
persetujuan proyek apa pun yang memengaruhi
tanah atau wilayah dan sumber daya mereka
lainnya, khususnya terkait dengan
pengembangan, pemanfaatan, atau eksploitasi
mineral, air, atau sumber daya lainnya.
Perhatian khusus perlu diberikan pada hak dan
kebutuhan khusus perempuan Adat. Negara-
negara diharuskan mengambil langkah-langkah
untuk memastikan bahwa perempuan Adat
menikmati perlindungan dan jaminan penuh
terhadap semua bentuk kekerasan dan
diskriminasi.

Sebelum mengadopsi dan menerapkan proses
pengambilan keputusan yang dapat
memengaruhi hak-hak petani dan orang lain
yang bekerja di daerah pedesaan, Negara
diwajibkan untuk berkonsultasi dan bekerja
sama dengan itikad baik dengan petani dan
orang lain yang bekerja di daerah pedesaan
melalui lembaga perwakilan mereka sendiri:
melibatkan dan mencari dukungan dari petani
dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan
yang dapat terpengaruh oleh keputusan
sebelum keputusan tersebut dibuat, dan
menanggapi kontribusi mereka, dengan
mempertimbangkan ketidakseimbangan
kekuasaan antara berbagai pihak dan
memastikan partisipasi aktif, bebas, efektif,
bermakna, dan terinformasi dari individu dan
kelompok dalam proses pengambilan keputusan
terkait.

Negara juga diwajibkan untuk mengambil
semua tindakan yang tepat untuk
menghilangkan semua bentuk diskriminasi
terhadap perempuan petani dan perempuan
lain yang bekerja di daerah pedesaan dan untuk
mendorong pemberdayaan mereka guna
memastikan, atas dasar kesetaraan antara laki-

o CEDAW, Rekomendasi Umum No. 39 (2022) tentang
hak-hak perempuan dan anak perempuan adat,
paragraf 57

e Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat
(UNDRIP) (2007), pasal 10, 19, 22 dan 32.2

e Deklarasi PBB tentang Hak-hak Petani dan Orang yang
Bekerja di Daerah Pedesaan (2018), pasal 2.3, 4 dan
10.1
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Kewajiban / Aksi / Prinsip Sumber atau Contoh

laki dan perempuan, bahwa mereka
sepenuhnya dan secara setara menikmati
semua hak asasi manusia dan kebebasan
mendasar serta mampu secara bebas mengejar,
berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat
dari pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan
budaya pedesaan. Negara diwajibkan untuk
memastikan bahwa perempuan petani dan
perempuan lain yang bekerja di daerah
pedesaan menikmati tanpa diskriminasi hak
untuk berpartisipasi secara setara dan efektif
dalam perumusan dan pelaksanaan
perencanaan pembangunan di semua tingkatan;
untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan
masyarakat; untuk akses yang sama terhadap,
penggunaan, dan pengelolaan lahan dan
sumber daya alam, dan untuk perlakuan yang
sama atau prioritas dalam reformasi lahan dan
agraria serta dalam skema pemukiman kembali
lahan; dan untuk bebas dari semua bentuk
kekerasan.

Pemerintah harus mematuhi praktik baik
internasional untuk memastikan kesetaraan
gender, nondiskriminasi, dan transparansi.

Setiap proyek yang memengaruhi sumber daya
yang menjadi hak masyarakat harus
memastikan partisipasi aktif, bebas, efektif,
bermakna, dan terinformasi dari individu dan
kelompok-kelompok dalam proses pengambilan
keputusan terkait, dan bagi Masyarakat Adat,
harus didasarkan pada konsultasi yang efektif
dan bermakna untuk memperoleh Persetujuan
Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dari
mereka berdasarkan UNDRIP.

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk
menghormati hak asasi manusia berdasarkan
volunhukum internasional, termasuk juga hak-
hak perempuan.

Negara-negara harus memberikan bantuan
kepada perusahaan-perusahaan untuk menilai
dan mengatasi kekerasan berbasis gender dan
kekerasan seksual.

Ketika perusahaan bisnis berpotensi dapat
berdampak buruk terhadap perempuan adat,
mereka harus mempertimbangkan hak-hak yang
dimiliki oleh perempuan, termasuk hak untuk
menentukan nasib sendiri dan hak untuk
memberikan persetujuan atas informasi di awal
tanpa paksaan, sebagaimana diatur dalam ILO
169 dan UNDRIP.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk
tujuan 5

Panduan Sukarela tentang Tata Kelola yang
Bertanggung Jawab atas Penguasaan Tanah,
Perikanan, dan Hutan dalam Konteks Ketahanan
Pangan Nasional , paragraph 3B.4, 3B.6, 3B.8, 4.4, 4.6,
9.2,9.6,and 9.9

Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM/United
Nations Guiding Principles on Business and Human
Rights (GPBHR), prinsip 7(b) dan 12

Dimensi gender di dalam GPBHR (2019), aksi yang
digambarkan dalam prinsip 12
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Kewajiban / Aksi / Prinsip Sumber atau Contoh

Klien perlu melakukan proses konsultasi dan
partisipasi yang terinformasi yang akan
menghasilkan partisipasi yang terinformasi dari
komunitas yang terdampak. Proses konsultasi
harus (i) mencakup pandangan laki-laki dan
perempuan, melalui forum atau keterlibatan
terpisah jika perlu, dan (ii) mencerminkan
kekhawatiran dan prioritas yang berbeda dari
laki-laki dan perempuan tentang dampak,
mekanisme mitigasi, dan manfaat, sebagaimana
mestinya. Klien juga diharuskan untuk
memperoleh Persetujuan Atas Dasar Informasi
di Awal Tanpa Paksaaan dari komunitas Adat.

Peraturan Dalam Negeri

Banyak negara memiliki hukum domestik yang
melarang diskriminasi terhadap perempuan,
mengakui hak asasi manusia perempuan, dan
mewajibkan tindakan proaktif dari pemerintah
untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

International Finance Corporation, Standar Kinerja,
Penilaian dan Manajemen atas Risiko dan Dampak
Lingkungan dan Sosial, paragraf 31; PS5 dan PS 7

Lihat, sebagai contoh:

Undang-Undang Hak Tanah Adat Sierra Leone (2022)
menjamin hak untuk memiliki, memegang,
menggunakan, mewarisi, menerima, atau mengelola
tanah berdasarkan hukum adat bagi perempuan dan
laki-laki secara setara, menyatakan bahwa setiap
hukum adat yang mengecualikan, membatasi, atau
menghambat perempuan untuk memiliki, memegang,
menggunakan, mentransfer, mewarisi, menerima,
atau mengelola tanah yang tunduk pada hukum adat
adalah dinyatakan batal, menetapkan bahwa anggota
masyarakat laki-laki dan perempuan dewasa dari
suatu komunitas harus memiliki kesempatan yang
sama untuk diangkat menjadi anggota komite tanah,
setidaknya 30% dari setiap komite tanah harus
merupakan perempuan, dan komite tanah harus
memastikan perlindungan dan penghormatan yang
memadai terhadap hak-hak perempuan (pasal 5 dan
8). Anggota komunitas, khususnya perempuan dan
pemuda, harus dilibatkan dalam konsultasi dan
dilibatkan secara bermakna dalam proses yang
mengarah pada penggusuran dan pemindahan lokasi
pemukiman mereka (pasal 43.8).

Undang-Undang Tanah Masyarakat Kenya (2022)
menyatakan bahwa perempuan memiliki hak atas
perlakuan yang sama dalam semua urusan tanah
masyarakat dan bahwa setiap perempuan yang
menikah dengan anggota komunitas masyarakat akan
secara otomatis memperoleh keanggotaan komunitas
tersebut (pasal 30).

Undang-Undang Hak-Hak Perempuan Gambia (2010)
secara tegas melarang diskriminasi terhadap
perempuan dan mewajibkan pemerintah untuk
mengambil langkah-langkah khusus dalam hal ini bagi
perempuan pedesaan dan perempuan penyandang
disabilitas. Setiap Kementerian, departemen
pemerintahan, lembaga atau badan pemerintah
khususnya diwajibkan untuk mengambil semua
langkah yang tepat untuk memastikan partisipasi
penuh dan setara bagi perempuan termasuk dalam
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Kewajiban / Aksi / Prinsip Sumber atau Contoh

Sejumlah Undang-undang Dasar atau Konstitusi
di banyak negara tuan rumah menjamin hak
akses terhadap informasi.

Undang-undang Dasar dan/atau peraturan
perundang-undangan di beberapa negara juga
telah menjamin hak atas Persetujuan Atas Dasar
Informasi di Awal Tanpa Paksaan.

proyek-proyek pembangunan pedesaan. Undang-
undang ini juga mengakui hak-hak perempuan atas
properti, ketahanan pangan, perumahan yang layak,
lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, serta
pembangunan berkelanjutan. Lihat pasal 9, 10, 11,
14, 33,48, 49, 51, 52, dan 54

Kebijakan Pertanahan Nasional Mozambik (BR
45/2022, 28 November 2022) mempromosikan dan
menjamin akses terhadap tanah bagi perempuan,
kaum muda, dan kelompok sosial yang terpinggirkan,
sebagai mekanisme untuk mencapai kesetaraan,
keadilan sosial, dan pemerataan (prinsip-prinsip
dasar, poin 40.iv).

Untuk contoh lainnya, lihat publikasi ini: UN Women
dan OHCHR, Mewujudkan Hak Perempuan atas Tanah
dan Sumber Daya Produktif Lainnya (edisi ke-2), 2020
Bolivia (2009) (pasal 21.6)

Indonesia (1945, diamandemen pada tahun 2002)
(pasal 28F)

Kenya (2010) (pasal 35)

Mozambik (2004, diamandemen pada tahun 2018
(pasal 4)

Afrika Selatan (1996, diamandemen pada tahun 2012)
(pasal 32)

Uganda (1995, diamandemen pada tahun 2018 )
(pasal 41)

Zambia (1991, diamandemen pada tahun 2016 )
(pasal 173)

Bolivia: Undang-undang (2009) (pasal 3, 30(11)15, 32,
352 dan 403(l)). UUD Bolivia mewajibkan tercapainya
Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa
Paksaan dari seluruh lapisan populasi masyarakat
yang terdampak, termasuk penduduk Afro-Bolivia
dan Masyarakat Adat.

Chili: Ley N° 21.151 yang diundangkan pada 8 April
2019, memberikan pengakuan hukum kepada
Penduduk Chili keturunan Afrika/Afro-Chilean (pasal
5). Undang-undang ini mengakui hak terkait
Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa
Paksaan bagi masyarakat Chili keturunan Afrika.
Ekuador: Undang-undang Dasar (2008, diamandemen
pada tahun 2021) (pasal 56 hingga 60) dan Undang-
undang Partisipasi Publik yang mulai berlaku pada 20
April 2010 (pasal 81). Dibaca Bersama, UUD dan
Undang-undang tersebut mengakui hak terkait
Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa
Paksaan bagi Penduduk Ekuador keturunan Afrika dan
Masyarakat Adat serta komunitas masyarakat lokal.
Nikaragua: Undang-undang Dasar (1987,
diamandemen pada 2014) (pasal 5, 89, 91, dan 181),
Undang-undang Otonomi bagi wilayah Pantai Atlantik
Nikaragua/Autonomy Statute for the Regions of the
Atlantic Coast of Nicaragua (UU 28) tertanggal 2
September 1987, Dekrit Majelis Nasional/Decree of
the National Assembly 3584 (Peraturan turunan dari
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Kewajiban / Aksi / Prinsip Sumber atau Contoh

Undang-undang Dasar di banyak negara tuan
rumah menjamin hak atas kesetaraan.

Semakin banyak jumlah negara yang telah
mengadopsi undang-undang yang mewajibkan
bagi perusahaan untuk melakukan uji tuntas
hak asasi manusia dan lingkungan ketika
berinvestasi di luar negeri.

Standar-standar Industri

Semakin meningkat pula perusahaan-
perusahaan investor yang memiliki standar-
standar sendiri yang mengharuskan mereka
untuk memastikan investasi mereka
menghormati hak-hak perempuan.

UU No. 28) tertanggal 2 Oktober 2003, dan Undang-
undang tentang Rezim Properti Milik Bersama
Masyarakat di Pantai Karibia di Nikaragua/Law of the
Communal Property Regime of the Peoples of the
Caribbean Coast of Nicaragua (UU 445) yang
diterbitkan pada 23 Januari 2003. Instrumen-
instrumen ini, dibaca dengan dikaitkan dengan ILO
169, UNDRIP dan instrument-instrumen hak asasi
manusia lainnya di mana Nikaragua merupakan
negara pihak mewajibkan dicapainya Persetujuan Atas
Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan bagi
Masyarakat Adat dan Masyarakat keturunan Afrika.3°
Kolombia: Hak-hak terkait Persetujuan Atas Dasar
Informasi di Awal Tanpa Paksaan bagi komunitas-
komunitas masyarakat keturunan Afrika diatur dalam
sejumlah kerangka hukum, termasuk UUD (1991,
diamandemen pada tahun 2015); UU No. 21 Tahun
1991 yang meratifikasi ILO 169; UU No. 70 Tahun
1993; UU No. 99 Tahun 1993 (pasal 76); Dekrit No.
1320 Tahun 1998, yang mengatur tentang konsultasi
di awal dengan komunitas masyarakat Adat dan Kulit
Hitam terkait eksploitasi sumber-sumber daya alam di
dalam wilayah mereka; dan putusan-putusan dari
Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan No. T-576/14
tertanggal 4 Agustus 2014.3!

Undang-undang Dasar Bolivia (2009) (pasal 14(11))
Undang-undang Dasar Indonesia 1945, diamandemen
pada tahun 2002) (pasal 27 dan 28l)

Undang-undang Dasar Kenya (2010) (pasal 27)
Undang-undang Dasar Mozambik (2004,
diamandemen pada tahun 2018 (pasal 35, 36 dan 39)
Undang-undang Dasar Afrika Selatan (1996,
diamandemen pada tahun 2023) (pasal 9)
Undang-undang Dasar Uganda (1995, diamandemen
pada tahun 2017) (pasal 21)

Undang-undang Dasar Zambia (1991, diamandemen
pada tahun 2016) (pasal 11 dan 23)

Termasuk Perancis (UU No. 2017-399 tertanggal 27
Maret 2017, tentang Kewajiban Perusahaan untuk
Mengutamakan Kehati-hatian/corporate duty of
care), Jerman (UU Rantai Pasok/Supply Chain Law
tertanggal 22 Juli 2021) and Norwegia (UU
Transparansi/Transparency Law tertanggal 10 Juni
2021).

Lihat juga: https://www.business-
humanrights.org/en/big-issues/mandatory-due-
diligence

Contoh: Panduan Coca-Cola tentang Akuisisi Lahan
yang Bertanggung Jawab dan Persetujuan Atas Dasar
Informasi di Awal Tanpa Paksaan/Free, Prior and
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Kewajiban / Aksi / Prinsip Sumber atau Contoh

Informed Consent (FPIC)V': “Entitas yang mengakuisisi
lahan harus berkonsultasi dengan pemilik dan
pengguna lahan yang mungkin terdampak oleh
proyek tersebut. Memberdayakan masyarakat dan
individu untuk secara bebas memilih perwakilan
mereka sangat penting untuk memastikan partisipasi
aktif mereka. Perhatian khusus diberikan pada
keterlibatan perempuan dalam proses tersebut. [...]
FPIC (Free, Free, Informed Consent/Persetujuan Atas
Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan)
mensyaratkan partisipasi penuh dan efektif dari
perempuan yang terdampak oleh proyek tersebut.
Meskipun mungkin ada tantangan dari aspek budaya
yang harus diatasi, beberapa langkah sederhana
dapat berdampak dramatis pada keterlibatan
perempuan. Misalnya, tawarkan pertemuan khusus
perempuan dan, jika memungkinkan, pastikan juga
penerjemahnya adalah perempuan untuk mendorong
konsultasi yang lebih mendalam dan efektif. Selain
itu, pastikan tidak ada hambatan untuk berpartisipasi
— seperti mengadakan konsultasi pada hari pasar
ketika perempuan mungkin tidak dapat hadir.”

ViThe Coca-Cola Company, Panduan tentang Akuisisi Lahan yang Bertanggung Jawab dan Persetujuan Atas Dasar Informasi
di Awal Tanpa Paksaan (2017), https://www.coca-colacompany.com/content/dam/company/us/en/policies/pdf/human-
workplace-rights/supplier-guiding-principles/responsible-land-aquisition-guidance-2017.pdf.
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tentang Hak-hak Petani dan Orang yang Bekerja di Daerah Pedesaan (2018)

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2015)/Mentranformasi dunia kita:
Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan untuk 2030 (2015)

International Finance Corporation, Performance Standard, Standards on Environmental and Social
Sustainability (2012)/International Finance Corporation, Standar Kinerja, Standar tentang Keberlanjutan
Lingkungan Hidup dan Sosial (2012)

Voluntary Guidelines for Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries, and Forests in the Context of
National Food Security (2012)/ Panduan Sukarela tentang Tata Kelola yang Bertanggung Jawab atas Penguasaan
Tanah, Perikanan, dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional (2012)

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011)/Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan
HAM (2011)

UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007)/Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat
(2007)

Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights (ACHPR) on the Rights of Women in Africa
(2003)/Protokol ACHPR tentang Hak-hak Perempuan di Afrika (2003)

Indigenous and Tribal Peoples Convention (No. 169) of the International Labour Organization (1989)/Konvensi
International Labour Organization (ILO) (1989) tentang Konvensi Masyarakat Adat dan Suku (No. 169)

African Charter on Human and Peoples’ Rights (1981)/Piagam Afrika tentang Hak-hak Manusia dan Masyarakat
(1981)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)/Konvensi tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)

American Convention on Human Rights (1969)/Konvensi Amerika tentang Hak-hak Asasi Manusia (1969)
International Covenant on Civil and Political Rights (1966)/Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik (1966)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)/Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966)

Universal Declaration of Human Rights (1948)/Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (1948)
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3. Peraturan perundang-undang dan kebijakan nasional

Bolivia Undang-undang Dasar (2009)

Chili Ley N° 21.151 tertanggal April 8, 2019, mengukuhkan pengakuan hukum terhadap Masyarakat Keturunan
Afro-Chili

Kolombia Undang-undang Dasar (1991, diamandemen tahun 2015); Law 21, tahun 1991 yang meratifikasi ILO
169; UU 70 Tahun 1993; UU 99 Tahun 1993; Dekrit 1320 Tahun 1998 mengatur tentang konsultasi yang dilakukan
Bersama komunitas masyarakat Adat dan Kulit Hitam untuk hal-hal terkait eksploitasi sumber daya alam yang
berada di wilayah mereka

Ekuador Undang-undang Dasar (2008, diamandemen tahun 2021); UU Partisipasi Publik 20 April 2010
Perancis UU 2017-399 27 Maret 2017, tentang kewajiban perusahaan untuk mengutamakan kehati-hatian
Gambia UU Hak-hak Perempuan 2010

Jerman UU Rantai Pasok 22 Juli 2021

Indonesia Undang-undang Dasar (1945, diamandemen tahun2002)

Kenya Undang-undang Dasar (2010); UU Tanah Masyarakat (2022)

Mozambik Undang-undang Dasar (2004, diamandemen tahun 2018); Kebijakan Tanah Nasional (BR 45/2022)
28 November 2022

Nikaragua Undang-undang Dasar (1987, diamandemen tahun 2014); Peraturan Otonomi untuk Wilayah-wilayah
Pantai Nikaragua (UU 28) 2 September 1987; Dekrit Majelis Nasional 3584 (Peraturan pada UU No. 28) 2 Oktober
2003; dan UU Rezim Properti Umum dari Masyrakat di Pantai Karibia di Nikaragua (UU 445) diterbitkan pada 23
Januari 2003.

Norwegia UU Transparansi 10 Juni 2021

Sierra Leone UU Hak-hak atas Tanah Adat 23 September 2022

Afrika Selatan Undang-undang Dasar (1996, diamandemen tahun 2023)

Uganda Undang-undang Dasar (1995, diamandemen tahun 2017)

Zambia Undang-undang Dasar (1991, diamandemen tahun 2016)

4. Kasus-kasus nasional
Mahkamah Konstitusi Kolombia, 4 Agustus 2014, Putusan T-576/14
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